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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 adalah panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Empat Lawang untuk 5 (lima) tahun kedepan,
yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra Badan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun
2013-2018, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di
wilayah Kabupaten Empat Lawang, analisa terhadap dinamika perubahan
lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini juga
disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun
2018-2023, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang
signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023,
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun
2018-2023.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Empat Lawang
harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara akuntabel dan senantiasa
berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin
keberhasilan pelaksanaan dan mewujudkan pencapaian Visi dan Misi ke-8
Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang terpilih Tahun 2018-2023 yaitu
“Meningkatkan derajat kesehatan dan Pendidikan masyarakat”, maka akan
dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan
memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat
dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator
kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa
mengubah tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Empat Lawang dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten

Empat Lawang Tahun 2018-2023.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

KAB. EMPAT LAWANG,

¥

SULNI, SH
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196506061993121002
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1.1

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam

pasal 1 mengenai ketentuan umum Rencana Strategis Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang dilakukan
dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi
riil, evaluasi pelaksanaan Renstra tahun-tahun sebelumnya dan
evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Dari hasil pengkajian
dan evaluasi tersebut bisa dihindari kegagalan dalam pelaksanaan
Rencana Strategis PD, sehingga program dan kegiatan yang telah
direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Sebagai dokumen perencanaan PD periode 5 (lima) tahun, Renstra
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat
Lawang merupakan dokumen yang secara substansial

menerjemahkan visi, misi dan Program Perangkat Daerah.

1.1.2 Tahap Penyusunan Renstra
Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber

pendanaan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan:
a. Pendekatan Kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah

serta perencanaan dan penganggaran terpadu
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b. Kerangka pendanaan (untuk penyusunan RPJMD dan Renstra
PD) dan pagu indikatif (untuk penyusunan RKPD dan Renja
PD; dan
C. Uraian wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi
nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan
yang menjadi tanggung jawab PD.
Pendekatan kinerja yang dimaksud adalah program dan kegiatan
yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur dan
pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk
melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan
tujuan yang ditetapkan kerangka pengeluaran jangka menengah
yaitu pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan
prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif
penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi
terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam
prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu yaitu
pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang
direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan
penganggaran yang terintregasi, konsisten dan mengikat. Untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan
pembangunan daerah, PD menyusun Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra PD adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan rancangan Renstra
b. Perumusan strategi dan kebijakan
C. Perumusan Rencana Kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana
program prioritas RPJMD

d. Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD Dst sesuaikan bagan

e. Pengolahan data dan informasi untuk merumuskan isu

strategis PD
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f. Perumusan rancangan Renstra PD mulai visi kegiatan indikatif

yang telah memperhatikan rancangan RPJMD

g. Penyajian dan penyampaian rancangan Renstra PD

h. Verifikasi dan penyempurnaan Rancangan Renstra PD
mengacu pada Ranhir RPJMD.

1. Penetapan Renstra PD

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra PD

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN

PENYUSUNAN RPIMD

Penyusunan Perumusan

Rancangan
Rancangan ng
RPIM| Akhir RPJMD

T —y

PERDA 1
Pelaksanaan Al
Musrenbang RPIMD

RPIMD \_/lr\

Penyempurnazan
| Rancangan
RenstraSKPD

Penetapan
Renstra-
SKPD

RENSTRA-
SKPD

seusi

Rancangan

Akhir Renstra
SKPD

Frgerr
auce

roma

Dokumen Renstra PD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi
dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat
maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan
Nasional. Adapun gambaran tentang keterkaitan antara Renstra
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat
Lawang dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan
sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem

keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2.
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Gambar 1.2

Keterkaitan antar dokumen perencanaan penganggaran
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Nasional

Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

(SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Empat Lawang, Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk komitmen
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terhadap pentingnya
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai upaya
pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan
kualitas kehidupan keluarga masyarakat Kab. Empat Lawang.
Dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara lebih
transparan dengan menginformasikan program dan kegiatan yang
ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.
Empat Lawang. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai
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kewenangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana perlu menyusun rencana strategis yang sejalan dengan
Rencana Program Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah
Kabupaten Empat Lawang sebagai landasan dalam melaksanakan

kegiatan.
Kelembagaan

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Empat Lawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat
Lawang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana dengan struktur organisasi

sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
a. Subbagian Perencanaan
b. Subbagian Keuangan dan sarana
c. Subbagian Tata Usaha
3. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi:
a. Seksi Pemanduan dan Singkronisas kebijakan
Pengendalian Penduduk
b. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
c. Seksi Data dan Informasi
4. Bidang Keluarga Berencana, membawabhi:
a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat
Kontrasepsi
b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB
5. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:
a. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, Edukasi

b. Seksi Advokasi dan Penggerakan
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c. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/
Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi
Masyarakat Pedesaan

0. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:

a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

b. Seksi Bina Ketahahan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia

c. Seksi Bina Ketahanan Remaja

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 56 tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta
Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Empat Lawang. Uraian Tugas Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tugas pokok
merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang
pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera, advokasi, penggerakan dan informasi.

Sedangkan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kab. Empat Lawang antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas
penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
dibidangpengendalian kuantitas penduduk, KB, ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

3. Menetapkan program kerja Dinas Pengendalian pendduduk
dan Keluarga Berencana;

4. Melaksanakan pembinaan, pembimbingan di bidang
pengendalian penduduk keluarga berencana, keluarga
sejahtera, advokasi penggerakan dan informasi;

5. Pelaksanaan pemaduan dan  sinkronisasi kebijakan
pengendalian kuantitas penduduk;

Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
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10.
11.

12.

13.

pengendalian kuantitas penduduk dan KB;

Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas
lapangan KB dan kader KB;

Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat
dan obat kontrasepsi;

Pelaksanaan pelayanan KB;

Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta
organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan,
pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga; dan;

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di bidang
pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga
sejahtera, advokasi penggerakan dan informasi;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai bidang tugasnya.

1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra SKPD

meliputi:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan
Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
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10.

11.

12.

(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Tahun

007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerabh;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun

2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun

2011 Nomor 694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
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21.

22.

23.

24.

25.

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2028;

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat

Lawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Empat Lawang;

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 - 2023;

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 56 tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja
pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kab. Empat Lawang.

1.2.3 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
memuat tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator
kinerja kunci disusun berdasarkan aspek penilaian yang
terdiri:

a) Ketentraman dan ketertiban umum daerah;

b) Keselarasan dan  efektivitas hubungan  antara
pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar
pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan

otonomi daerah
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g)

h)

j)

k)

)

Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah
dengan kebijakan Pemerintah

Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan
DPRD

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD
beserta tindak lanjut pelaksaanan keputusan

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala
Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah pada peraturan perundang-undangan

Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara
pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan
bebijakan publik yang strategis dan relevan untuk
daerah

Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan
penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil

Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan
sumber -sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman /
obligasi daerah

Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata
usaha, pertanggung jawaban dan pengawasan APBD
Pengelolaan potensi daerah dan

Terobosan/inovasi baru dalam  penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan:
Kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan Kesesuaian

kebijakan daerah dengan kepentingan umum

IKK terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki indikator

sebagai berikut:

a)

Indikator Prevalensi peserta KB aktif dengan target untuk

tahun 2018 sebesar 80.60%
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b) Indikator Rasio petugas lapangan KB/ /PKB (PLKB/PKB)
dengan target untuk tahun 2018 sebesar 100%

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1

Maksud Penyusunan Renstra

Maksud Penyusunan Renstra PD adalah

1.

1.3.2

4.

Menjabarkan rencana strategis kabupaten dalam rencana
strategis PD jangka pendek (5 tahun)

Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan
pelayanan PD, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja 5

tahun lalu menjadi rencana strategis PD

Tujuan Penyusunan Renstra

Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi
Pemerintah Kabupaten

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam
jangka 5 Tahun

Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bererncana

Kab. Empat Lawang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.1.1 Pengertian Renstra
1.1.2 Tahap Penyusunan Renstra
1.2 Landasan Hukum
1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan
Perangkat Daerah
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BAB II

BAB III

1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan
Penganggaran
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra

1.4 Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2  Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Data Pegawai
2.2.2 Data Aset Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah
dan wakil kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3.1 Telaahan Renstra BKKBN RI
3.3.2 Telaahan Renstra BKKBN Perwakilan

Provinsi Sumatera Selatan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.4.1 Telaah Rencana Pola Ruang
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3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Daerah

4.1.1 Tujuan
4.1.2 Sasaran
4.1.3 Indikator Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi Perangkat Daerah
5.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
6.1 Program dan Kegiatan pada setiap SKPD
6.2 Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP
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2.1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang, Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 56
tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Empat Lawang. Uraian Tugas Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tugas pokok
merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang
pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera, advokasi, penggerakan dan informasi.

Sedangkan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas
penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan Kkriteria
dibidangpengendalian kuantitas penduduk, KB, ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

3. Menetapkan program kerja Dinas Pengendalian pendduduk
dan Keluarga Berencana;

4. Melaksanakan pembinaan, pembimbingan di bidang
pengendalian penduduk keluarga berencana, keluarga

sejahtera, advokasi penggerakan dan informasi;
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10.
11.

12.

13.

Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pengendalian kuantitas penduduk;

Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
pengendalian kuantitas penduduk dan KB;

Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas
lapangan KB dan kader KB;

Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan
alat dan obat kontrasepsi;

Pelaksanaan pelayanan KB;

Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta
organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan,
pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga; dan;

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di bidang
pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga
sejahtera, advokasi penggerakan dan informasi;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas dibantu oleh 1

Sekretariat dan 4 Bidang dengan rincian sebagai berikut:

1.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi di seluruh unit organisasi di lingkungan dinas

Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok di atas, Sekretariat

mempunyai fungsi:

a) melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan
dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit
organisasi dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Empat Lawang
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b) melakukan koordinasi penyusunan rencana program;

c) mengkoordinir penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) setiap kegiatan;

d) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi  ketatausahaan, kepegawaian, keuangan
kerumahtanggaan, dan sarana prasarana,;

e) mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah;

f) melaksanakan pembinaan dan = penyelenggaraan
organisasi dan tata laksana;

g) melakukan koordinasi penyusunan peraturan
perundang-undangan;

h) mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah;

i)  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang

pengendalian penduduk, pemaduan kebijakan, perencanaan
kebijakan, analisa dampak mengenai kependudukan dan
kerjasama pendidikan kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas Bidang Pengendalian

Penduduk mempunyai fungsi:

a) perumusan kebijakan Daerah Kabupaten Empat Lawang
bidang pengendalian penduduk dan system informasi
keluarga;

b) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
bidang pengendalian penduduk dan system informasi
keluarga;

c) pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten Empat
Lawang bidang system informasi keluarga;

d) pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan

Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian
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g)

h)

j)

k)
)

m)

kuantitas penduduk;

pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian
penduduk Daerah Kabupaten Empat Lawang;
pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian
penduduk;

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang
pengendalian penduduk;

pelaksanaan  koordinasi dalam = pelaksanaan
tugasnya.

merumuskan kebijakan daerah dibidang pengendalian
penduduk;

melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengendalian
penduduk;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan

pemberian bimbingan tekhnis dan fasilitasi dibidang
pengendalian penduduk.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam

mempunyai tugas melaksanakan persiapan pembinaan,

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga

berencana serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a)
b)

)

d)

perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang KB;
pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten Empat
Lawang bidang KB;

pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur
dan kriteria bidang KB;

pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian

dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah
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g)
h)

j)

Kabupaten Empat Lawang;

pelaksanaan pelayanan KB Daerah Kabupaten Empat
Lawang;

pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB Daerah
Kabupaten Empat Lawang;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB;
pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB; dan
pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai peraturan yang berlaku.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai

tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan

dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

a)

b)

)

d)

g)

h)

Perumusan kebijakan teknis daerah bidang ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten Empat
Lawang bidang bina keluarga balita;

pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten Empat
Lawang bidang pembinaan ketahanan remaja;
pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten Empat
Lawang bidang bina keluarga lansia dan rentan;
pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten Empat
Lawang bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui
usaha mikro keluarga;

pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang

kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
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i)
j)

pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai peraturan yang berlaku.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Penyuluhan dan mempunyai tugas melaksakan

kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan penggerakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang

Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

a)

b)

g)

h)

Perumusan kebijakan teknis Daerah Kabupaten Empat
Lawang di bidang penyuluhan, advokasi dan
penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten Empat
Lawang di bidang penyuluhan, advokasi dan
penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten
Empat Lawang bidang pengendalian penduduk dan KB;
Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB
/Petugas Lapangan KB;

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang
penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang
pengendalian penduduk dan KB;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program di bidang Penyuluhan dan Penggerakan
Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang
pengendalian penduduk dan KB.

Menyusun laporan pelaksanaan pembinaan,
pembimbingan bidang Penyuluhan dan Penggerakan
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai peraturan yang berlaku.
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2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

mempunyai struktur oganisasi sebagai berikut:

1.
2.

Kepala Dinas

Sekretariat

a) Subbagian Perencanaan

b) Subbagian Tata Usaha

c) Subbagian Keuangan dan Sarana

Bidang Pengendalian Penduduk

a) Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pengendalian Penduduk

b) Kasi Seksi Penataan Perkiraan Pengendalian Penduduk

c) Kepala Seksi Data dan Informasi

Bidang Keluarga Berencana

a) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat,
Kontrasepsi

b) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;

c) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

b) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia

c) Seksi Bina Ketahanan Remaja

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

a) Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, Edukasi;

b)  Seksi Advokasi dan Penggerakan;

c) Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana

/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi
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Gambar 2.1

Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Empat Lawang

KEPATL A DINAS
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
EASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG TATA
PERENCANAAN KEUANGAN DAN TSAHA
SARANA
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
KETAHANAN DAN KELUARGA -
YESEJAHTERAAN BERENCANA PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN
KELUARGA PENGGERAKAN PENDUDUK
[ ] —
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN PENGENDALLAN ADVOKASI DAN PEMADUAN DAN
KELUARGA DAN PENGGERAKAN SINKRONISAST
SEJAHTERA PENDISTRIBUSIAN KEBLIAKAN
KEPALA SEKSI BINA KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KETAHANAN JAMINAR - : PEMETAAN
— PENYULUHAN DAN .
REMAJA PELAVANAN KB PERKIRAAN
KIE PENGENDALIAN
KEPALA SEKST BINA KEPALA SEKS! PE‘{NE[E:%:SEI{I{& KEPALA SEXSI DATA
KETAHANAN PEMEINAAN DAN [ — : ; DAN INFORMASI
KELUARGA BALITA, PKB/PLEE DAN IMP
ANAK DAN LANSIA FENINGEATAN

UPTD

Rencana Strategis DPPKB Kab. Empat Lawang 2018-2023 | 22




2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Suatu organisasi akan mampu menjalankan peran dan
fungsinya secara optimal apabila dilengkapi dengan sumber daya
yang memadai kualitas dan kuantitasnya. Pada akhir tahun 2018,
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.
Empat Lawang tercatat memiliki pegawai ASN daerah sebanyak 19
orang, dan dibantu dengan 10 Penyuluh KB (PKB) yang merupakan
ASN pemerintah pusat sebagai koordinator Balai Penyuluh KB di
setiap Kecamatan. Komposisi kepegawaian menurut jenjang
pendidkan dan golongan serta jenis kelamin disajikan pada Tabel.

2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai DPPKB Kab. Empat Lawang Tahun 2018

No Pegawai Jumlah Keterangan

1 Berdasarkan Status Pegawai
- PNS 19 L:2/P:17

2 | Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- D-3 1
- S-1 14
- S-2 4

3 Berdasarkan Golongan

- II/c 1
- II/a -
- II/b -
- II/c 10
- I11/d 3
- IV/a 3
- IV/b 1
- IV/c 1
4 | Jabatan Fungsional 10 Penyuluh KB
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Menurut analisis kebutuhan, jumlah pegawai pada Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat
Lawang seharusnya berjumlah 65 orang dan Penyuluh Kb sebanyak

80 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.2.2

Tabel Analisis Kebutuhan Pegawai

yang yang terisi

Nama Jabatan
seharusnya

(3)

(2)

Kepala Dinas

Sekretaris

Kasubbag Perencanaan

Analis perencanaan

Pranata komputer

Pengadministrasi umum

Kasubbag Keuangan dan Sarana

Analis keuangan

Bendahara

Penata laporan

Kasubbag Tata Usaha

Pengelola arsip

Pranata komputer

Pengelola barang

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kasi Pemberdayaan keluarga sejahtera

Analis kesejahteraan keluarga

Pengadministrasi umum

Pranata komputer

Kasi Bina ketahanan remaja

Analis ketahanan keluarga

Pengadministrasi umum

—_ = =m = Rk R Rk R R R R R R mR] R R m === =] ==
I

Pranata komputer

Kasi Bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia

Analis ketahanan keluarga

Pengadministrasi umum

—_ | = | =
I

Pranata komputer
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(1)

(2)

Kepala Bidang Keluarga Berencana

(3)

(4)

Kasi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan
Obat Kontrasepsi

Analis informasi

Pengadministrasi umum

Pranata komputer

Kasi Jaminan Pelayanan KB

Analis kependudukan dan keluarga berencana

Pengadministrasi umum

Pranata komputer

Kasi Pembinaan & Peningkatan Kesertaan ber-KB

Analis kependudukan

Pengadministrasi umum

Pranata komputer

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Kasi Advokasi dan Penggerakan

Analis advokasi KIE

Pengadministrasi umum

Pranata komputer

Kasi Penyuluhan dan KIE

Analis advokasi KIE

Pengadministrasi umum

Pranata komputer

Kasi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

Analis informasi

Analis pelaporan

Pengadministrasi umum

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

—=m = Rk =k Rk, R R mRERE]RRER]ERFERER]RR=R]=] =] ===

Kasi Pemaduan & Sinkronisasi Kebijakan
Pengendalian Penduduk

—_

Analis kependudukan

Pengadministrasi umum

Pranata komputer

Kasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Analis kependudukan dan keluarga berencana

Pengadministrasi umum

Pranata komputer

Kasi Data dan Informasi

Analis informasi

Analis pelaporan

Pengadministrasi umum

— i m = R R == === =

JUMLAH

o
(4]

19
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(1)

(2) s &

7. | Penyuluh Keluarga Berencana
Kec. Tebing Tinggi 13 1
Kec. Talang Padang 7 1
Kec. Saling S 1
Kec. Pendopo 10 1
Kec. Pendopo Barat S 1
Kec. Sikap Dalam 6 1
Kec. Muara Pinang 11 1
Kec. Lintang Kanan 8 1
Kec. Ulu Musi 7 1
Kec. Pasemah Air Keruh 8 1
JUMLAH 80 10

Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut dapat dilihat bahwa
jumlah pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Empat Lawang hanya terisi 29% dari
kebutuhan sebenarnya, selain jabatan staf yang hampir semuanya
tidak terisi, ada 3 (tiga) jabatan eselon IV yang tidak terisi, yaitu
Kasubbag Tata Usaha, Kasi Bina ketahanan keluarga balita, anak
dan lansia dan Kasi Pembinaan & Peningkatan Kesertaan ber-KB.

Dari table tersebut pula dapat dilihat bahwa jumlah Penyuluh KB
(PKB) juga masih sangat kurang dari kebutuhan 1 PKB per 2 desa
binaan, sehingga untuk Kabupaten Empat Lawang yang jumlah
desa-nya mencapai 156 desa, maka idealnya harus ada 80 orang
PKB agar program KKBPK dapat berjalan dengan maksimal.
Kendala yang dihadapi adalah proses rekrutmen PKB adalah
kewenangan Provinsi, sehingga OPD-KB Kabupaten hanya dapat

mengusulkan dan belum pasti dapat terpenuhi.

2.2.2 Data Aset Perangkat Daerah

Untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas
diperlukan sumber daya non manusia yaitu sarana dan prasarana
kerja yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat
Lawang sampai dengan akhir tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel
2.3 berikut:
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Tabel 2.4
Aset Tanah, Gedung dan Bangunan

Konstruksi Bangunan Dokumen Gedung Kondisi Barang

Luas
Lantai Tgl.

Jenis Barang/Nama Barang Bertingkat/ Rusak Rusak

Tidak

Beton /
Tidak

Bangunan Gedung

Tanah untuk Bangunan Kantor

Bangunan Gedung Kantor
Permanen

Bangunan Gedung Balai Penyuluh
Kec. Pendopo

Bangunan Gedung Balai Penyuluh
Kec. Pasemah Air Keruh

Tembok Penahan Gudang Alkon &
Garasi

Bangunan Gedung Balai Penyuluh
Kec. Saling

Bangunan Gedung Balai Penyuluh
Kec. Pendopo Barat

Ruang Pertemuan Rapat

3

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

4

Beton

Beton

Beton

Beton

Beton

Beton

Beton

Beton

Beton

84

192

84

J1. Lintas Sumatera Km.3
Ds. Padang Tepong Kec.
Ulu Musi

JI. Lintas Sumatera Km
3.5 Tl. Banyu-Tebing
Tinggi

J1. Jati Pasar Pendopo
Kec. Pendopo

Kec. Pasemah Air Keruh

J1. Lintas Sumatra Km.3

Desa Sukakaya

Desa Tanjung Raya

Tebing Tinggi

Letak/ Lokasi Alamat Baik
Nomor (B) Ringan Berat
(RR) (RB)
7 11 12 13
13/09/2009 - - B
593.2/07/SPH/
03/10/2011 2011 150 B
12/10/2009 476/25;;9/KB/20 500 B
14/12/2010 120'8O{§DH/20 150 B
2013 - - Hibah B
. 476/150.1/SPK
5 Mei 2014 /BKBD/2014 B
. 476/204.1/SPM
10 Juli 2014 K/BKBD/2014 B
. 476/205.1/SP/
10 Juli 2014 BKBD/2014 B
01/SPK/PGL.02
2 April 2015 |/BKBD/APBD/2 B -
015
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10

11

12

13

14

15

Pembangunan Lahan Parkir dan
Taman Kantor

Bangunan Gedung Balai Penyuluh
Kec. Talang Padang

Bangunan Gedung Balai Penyuluh
KB Kec. Tebing Tinggi

Bangunan Gedung Balai Penyuluh
KB Kec. Lintang Kanan

Bangunan Gedung Balai Penyuluh
KB Kec. Muara Pinang

Bangunan Gedung Balai Penyuluh
KB Kec. Sikap Dalam

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Beton

Beton

Beton

Beton

Beton

Beton

Tebing Tinggi

DS. Talang Padang

Tebing Tinggi

Desa Babatan

Desa Talang Baru

Desa Karang Gede

2 April 2015

30 April 2015

30 April 2015

30 April 2015

30 April 2015

30 April 2015

01/SPK/PGL.01
/BKBD/APBD/2
015

02/SPK/PML.02
/BKBD/2015

05/SPK/PML.05
/BKBD/2015

03/SPK/PML.03
/BKBD/2015

01/SPK/PML.01
/BKBD/2015

04/SPK/PML.04
/BKBD/2015
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Tabel 2.3
Data Aset Perangkat Daerah

Kondisi Barang

No Jenis Barang/Nama Merk/ Tipe P:::ll:lllia Peroleha Jumla . Rusak || Rusak Ket
Barang n Ringan Berat
(RR) (RB)
8 9
1 |Portable Generating Set Protigen 2009 APBD 1 RR
2 ;xfja Kerja Pimpinan 1| g itra 2009 | APBD 1 B
3 [|* Kursi Kerja Staf 7 buah - 2009 APBD 1 B
4 [|* Kursi Kerja Staf 7 buah - 2009 APBD 3 RR
5 ;E;}:Si Kerja Biro 3 - 2009 APBD 3 B
6 ;E;;si Kerja Pimpinan 1 _ 2009 APBD 1 B
7 |AC Split Panasonic 2009 APBD 2 RR
8 |Lemari Yunika 2009 APBD 3 RR
9 |LCD Proyektur Toshiba 2009 APBD 1 RR
10 |* Meja Kerja Staf 7 unit Sucitra 2009 APBD 7 RB
11 |* Kursi Kerja Staf 7 buah - 2009 APBD 3 RB
12 |Brankas Yunika 2009 APBD 1 RB
13 |- Vacum Cleaner Sharp 2009 APBD 1 RB
14 |Laptop Axioo 2009 APBD 1 RB
15 |TV Polytron 2009 APBD 1 RB
JUMLAH 30 6 10 14
1 |Almari Arsip Yunika 2010 APBD 2 RR
2 |Kipas Angin Cosmos 2010 APBD 1 B
3 |Kursi Tamu 1 Stel - 2010 APBD 1 RR
4 |Parabola - 2010 APBD 1 B
5 |Meja Kerja Uk. Besar - 2010 APBD 1 B
6 |Meja kerja 1/2 Biro - 2010 APBD 1 B
7 |Meja Komputer - 2010 APBD 1 B
8 |Kursi Meja Staf - 2010 APBD 2 B
9 |Kursi Meja Staf - 2010 APBD 2 RR
10 |Rak Televisi - 2010 APBD 2 B
11 |Bendera/Tiang Bendera - 2010 APBD 1 B
12 |Note Book Toshiba 2010 APBD 1 RR
13 |Kamera Digital Sony 2010 APBD 1 RR
14 |Televisi 21 inc Polytron 2010 APBD 1
15 |Parabola - 2010 APBD 1
16 |Receiver Goldsat 2010 APBD 1
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17 |Dispenser Miyako 2010 APBD

18 |Sepeda Motor Suzuki 2010 DAK 35

19 |Filing Kabinet Yunika 2010 APBD 2 RB
20 |Kipas Angin Cosmos 2010 APBD 1 RB
21 |Komputer/ PC Samsung 2010 APBD 1 RB
22 |Televisi 21 inc Polytron 2010 APBD 1 RB
23 |Receiver Goldsat 2010 APBD 1 RB
24 |Kursi Meja Direksi - 2010 APBD 1 RB
25 |Kursi Meja Staf - 2010 APBD 1 RB
26 |Kursi Kerja Komputer - 2010 APBD 2 RB
27 |Komputer - 2010 APBD 1 RB
28 |Handycam Sony 2010 APBD 1 RB
29 |Dispenser Miyako 2010 APBD 1 RB
30 |Printer Epson 2010 APBD 1 RB
31 |UPS/Stabilizer - 2010 APBD 1 RB
32 [Mesin Tik - 2010 APBD 1 RB

JUMLAH 72 49 7 16
1 Kursi Kerja Pejabat _ 2011 APBD 4 B
Eselon II

2 |Lemari Arsip Super 2011 APBD 7 B

3 |Meja Rapat Britren 2011 APBD 1 B

4 |Laptop Intel Zyrex 2011 APBD 3 B

5 |Kursi Rapat - 2011 APBD 50 B

6 |Printer Canon 2011 APBD 3 B

7 |Wireles - 2011 DAK 3 B

8 |Meja Kerja Staf Exspo 2011 APBD 4 B

9 |Meja Kerja eselon IV Exspo 2011 APBD 6 B

10 xzz}i}a[j;;;{esehatan - 2011 DAK 1 B

11 g‘;;s;nKﬁrja Pejabat - 2011 APBD 3 RB
12 |Meja Rapat Britren 2011 APBD 2 RB
13 |Laptop Intel Zyrex 2011 APBD 2 RB
14 E‘::;f;?a Pejabat . 2011 APBD 3 RB
15 |Printer Canon 2011 APBD 2 RB
16 |Wireles - 2011 DAK 5 RB
17 |Meja Kerja Staf Exspo 2011 APBD 3 RB
18 |Meja Kerja eselon IV Exspo 2011 APBD 1 RB

JUMLAH 103 82 0 21 0

1 |Lemari Es LG 2012 APBD 1 B

2 |Meja Kerja Staf - 2012 APBD 3 B

3 |Meja Kerja Eselon III Exspo 2012 APBD 3 B

4 |Kursi Kerja Eselon III - 2012 APBD 3 B

5 |Kursi Rapat - 2012 APBD 50 B

Rencana Strategis DPPKB Kab. Empat Lawang 2018-2023 | 28



6 |Laptop Acer 2012 APBD 7 B
7 |Printer Canon 2012 APBD 4 B
8 |AC Split Polytron 2012 APBD S B
9 |Lemari Arsip - 2012 APBD 4 B
10 |White Board - 2012 APBD 24 B
11 |Gorden - 2012 APBD 40 B
12 |Papan Pengumuman - 2012 APBD 38 B
13 |Dispenser Arisa 2012 APBD 1 B
14 |Rak Peralatan - 2012 APBD 1 B
15 |Mobil Unit Penerangan Strada 2012 DAK 1 B
16 |Mobil Unit Penerangan Strada 2012 DAK 1 B
17 121121122; tidur besi/metal G};rieccl;ll(i)gi 2012 DAK 1 B
18 Tempat tidur besi/metal Gynaecol9gi 2012 DAK 1 B
lengkap cal chai
19 |Printer Canon 2012 APBD 2 RB
20 |Telpone (PABX) Panasonix 2012 APBD 1 RB
21 |Stavolt OKI 2012 APBD 1 RB
JUMLAH 192 188 4 0
1 |AC Polytron 2013 APBD 4 B
2 |Printer EPSON 2013 APBD 1 B
3 |Teralis Besi Jendela - 2013 APBD 1 B
4 |Gorden - 2013 APBD 1 B
5 |Teralis Besi Pintu - 2013 APBD 1 B
6 |AC Split Polytron 2013 APBD 1 B
7 |Sound System EIKI 2013 DAK 1 B
8 |Komputer PC Samsung 2013 DAK 3 B
9 |IUD Kit - 2013 DAK 12 B
10 |Implant Removal - 2013 DAK 7 B
11 E;:;a{a];‘;s:iang - 2013 APBD 1 B
12 |Meja Kerja Staf - 2013 APBD 3 B
13 g;i?ogiga Pejabat - 2013 APBD 3 B
14 |Lemari Arsip - 2013 APBD 1 B
15 |Tempat Tidur Bola Dunia 2013 APBD 1 B
16 |Komputer PC Samsung 2013 DAK 3 RB
JUMLAH 44 41 3 0
1 |Televisi LCD Sharp 2014 APBD 3 B
2 [Mesin Rumput g;‘;tgfpi'r 2014 APBD 1 B
3 |Laptop Acer 2014 APBD 2 B
4 |Teralis Pintu - 2014 APBD 1 B
5 |Teralis Pintu - 2014 APBD 1 B
6 |Teralis Pintu - 2014 APBD 1 B
7 |Teralis Jendela - 2014 APBD 1 B
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8 |Teralis Jendela - 2014 APBD
9 |Teralis Jendela - 2014 APBD 1 B
10 Almari Arsip ( Kerangka . 2014 APBD 9 B
Kayu )
11 |Kursi Kerja ( Staf) Chitose 2014 APBD 10 B
12 |Mobil Pengangkut Aksept: Isuzu 2014 APBD 1 B
13 |Kendaraan Dinas Yamaha 2014 APBD 18 B
14 |Frame Baleho - 2014 APBD 10 B
15 |Kendaraan Dinas Yamaha 2014 APBD 1 HH('}AN
JUMLAH 54 53 1
1 |Lemari Kayu - 2015 APBD 3 B
2 |Meja Kerja - 2015 APBD 3 B
3 |Mesin Potong Rumput Yokohama 2015 APBD 2 B
4 |Terali Garasi 2015 APBD 50 B
5 |Terali Pintu 2015 APBD 3 B
6 |Laptop Acer 2015 APBD 6 B
7 |Printer Canon 2015 APBD 6 B
8 |Exhaust Fan - 2015 APBD 20 B
9 |White Board - 2015 APBD 5 B
10 |Proyektor (LCD) Epson 2015 APBD 5 B
11 |Rak - 2015 APBD 5 B
12 |Tempat Sampah - 2015 APBD 20 B
13 |Kipas Angin - 2015 APBD 15 B
14 |Laptop Acer 2015 APBD 5 B
15 |Meja Kerja - 2015 APBD 10 B
16 |Meja Rapat - 2015 APBD 25 B
17 |Kursi Kerja - 2015 APBD 5 B
18 |Kursi Rapat - 2015 APBD 50 B
19 |Almari - 2015 APBD 5 B
JUMLAH 243 243 0
1 |Terali Jendela Pesanan 2016 DAK 12 B
2 |Terali Pintu Pesanan 2016 DAK 6 B
3 [PC All in One Lenovo /.C | 516 DAK 10 | B
Series
4 |Printer Cl\ill;’lggo/ 2016 DAK 10 | B
5 |Modem S[/H;FI\/?’IF(I)%K 2016 DAK 10 B
g [Mobil Box Distribusi A?fll;lgz)Klé}/IS 2016 DAK 1 B
Alokon Ao AT
7 |Obgyn Bed 2016 DAK 24
8 [IUD KIT 2016 DAK 10
9 [Implant KIT 2016 DAK 8
JUMLAH 91 91 0
PERALATAN ASI DARI
DINKES
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Dari
. Aucma hibah ]
1 |Lemari Es Meditec 2016 Kkemenkes 1 B Dnslke
. Dari
2 |Alat Stril Botol Mommi Star| 2016 hibah 5 B Dinke
kemenkes S
. Dari
3 |Bottle Warner Mommi Star 2016 hibah 5 B Dinke
kemenkes s
, hibah Dari
4 |Brest Pump Manual Mommi Star| 2016 5 B Dinke
kemenkes s
Dari
hibah
5 |meja kerja besi /metal Lokal 2016 1ba 1 B Dinke
kemenkes S
kursi besi/ metal (Kursi hibah Dari
6 |Kursibesi/ metal (Kurs Lokal 2016 a 2 B Dinke
Lipat) kemenkes S
Lemari Obat (Inst t hibah Dar
7 |Lemari Obat (Instrumen sani 2016 1ba 1 B Dinke
Cabinet) kemenkes S
. Dari
8 |Dispenser Lokal 2016 hibah 1 B Dinke
kemenkes s
Dari
. . . hibah .
9 |Kipas Angin maspion 2016 Kkemenkes 1 B Dnslke
Dari
hibah
10 |botol thermal bag Mommi Star 2016 iba 5 B Dinke
kemenkes S
. Dari
11 |Ice Pack Lokal 2016 hibah 2 B Dinke
kemenkes s
, , hibah Dari
12 |Glass Nursing Bottle Mommi Star| 2016 28 B Dinke
kemenkes s
Dari
hibah
13 |Tempat Sampah lokal 2016 1ba 1 B Dinke
kemenkes S
JUMLAH 58 56 0 0 0
1 |Video Camera Panasonic 2017 DAK 1 B
2 |Kamera Sony 2017 DAK 1 B
3 |Genre KIT 2017 DAK 57 B
4 |ALAT PENYULUHAN KB 2017 DAK 102 B
JUMLAH 161 161 0 0 0
MOBIL UNIT
1 PELAYANAN HINO 2018 DAK 1 B
JUMLAH 1 1 0 0 0
TOTAL 1049 | 971 17 58 1

Rencana Strategis DPPKB Kab. Empat Lawang 2018-2023 | 31




2.3

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana merupakan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah
nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun
2007.

Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana sesuai dengan Petunjuk Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang KB Dan KS Nomor: 55/Hk-
010/B5/2010 Tanggal: 29 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

1. Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia
20 tahun
Secara keseluruhan indikator kinerja dikatakan telah berhasil.
Hal ini terlihat dari capaian dari tahun 2013 — 2017 yang telah
melampaui target Renstra, meskipun angka PUS yang istrinya
berusia dibawah 20 tahun terus mengalami kenaikan setiap
tahun. Hal ini tentu saja menjadi catatan tersendiri yang harus
mendapat perhatian, sebab semakin tinggi angka pernikahan
dini (PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun) maka
rentang waktu reproduksi/fertilitas pun akan semakin
panjang.

2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB
Aktif
Secara keseluruhan indikator kinerja ini dinyatakan telah
berhasil menjangkau target yang ditetapkan, walaupun belum
100%, namun setiap tahunnya sudah melampaui angka 95%.
Keberhasilan dalam capaian partisipasi KB aktif ini, selain juga

berkat dukungan mitra kerja terkait diwilayah, juga tidak
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terlepas dari meratanya fasilitas kesehatan di Kabupaten
Empat Lawang.

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (unmet need)

Meskipun target selama periode lima tahun semuanya
terlampaui secara drastis, namun hasil ini belum sesuai
dengan capaian yang dipersyaratkan Pemerintah Pusat, yaitu
sebesar 5%. Sampai dengan akhir tahun 2017, cakupan unmet
need di Kab. Empat Lawang masih cukup besar, yaitu 11,01%
atau 6.305 PUS dari 57.622 PUS yang ada. Unmet need sendiri
didefinisikan sebagai kelompok wanita yang sebenarnya sudah
tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan
kehamilanya sampai dengan 24 bulan atau lebih namun tidak
menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilanya.
Kelompok unmet need merupakan sasaran yang perlu menjadi
perhatian dalam pelayanan program KB.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Kesertaan ber KB bagi PUS anggota BKB merupakan
hal yang penting mengingat bahwa PUS anggota BKB
umumnya adalah PUS MUPAR atau pasangan usia subur yang
berumur kurang dari 35 tahun atau lebih muda dan
mempunyai dua anak atau kurang. Dan dengan capaian
cakupan anggota BKB ber KB yang dari tahun ke tahun
mengalami pengingkatan menunjukkan bahwa pemahaman
PUS anggota BKB terhadap program KB cukup baik. Ini tidak
terlepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik melalui
pembinaan oleh kader diwilayah, kegiatan peningkatan
kapasitas/sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan lain yang
melibatkan mitra kerja, semisal kegiatan di POSYANDU.

Yang perlu menjadi perhatian, selain meningkatkan
capaian PUS anggota BKB ber KB, adalah masih rendahnya
persentase anggota kelompok BKB yang aktif. Berdasarkan
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Laporan Rek. Kab.F/I/Dal dari statistic rutin BKKBN sampai
dengan Desember 2017, dari sebanyak 2.442 orang anggota
BKB yang terlaporkan, hanya sebanyak 1.649 orang yang hadir
dan aktif dalam pertemuan (67,53%). Pembinaan terhadap
keluarga sasaran ini yang kemudian menjadi tantangan
kedepan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, sebab persoalan pembinaan keluarga sasaran
tidak hanya terjadi di kelompok BKB, namun juga di kelompok
Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan kelompok
Pusat Informasi dan Konseling Remaja.

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
Sampai dengan tahun 2017, realisasi indikator sasaran ini
berhasil memenuhi target RENSTRA pada tahun 2015 dan
2016 dan target SPM pada tahun 2016, namun yang perlu
digarisbawahi adalah turunnya persentase indicator ini di
2017 sebesar 11%.

Pelestarian dan pembinaan kelompok-kelompok UPPKS ini
menjadi penting karena tingkat kesejahteraan masyarakat juga
mempengaruhi keberhasilan program KB dan pembangunan
keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa literatur
bahwa hubungan antara fertilitas dan tingkat kesejahteraan
nampak dari kemampuan keluarga untuk mengakses atau
membeli alat kontrasepsi.

Dari beberapa persoalan yang timbul dari pembinaan
kelompok UPPKS, maka yang diperlukan adalah adanya
refitalisasi pembinaan kelompok UPPKS, kemitraan dengan
stake holder tekait dan kebijakan yang mendukung
perkembangan kelompok UPPKS.

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1
Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan.
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Sampai dengan tahun 2017, jumlah PLKB masih tercukupi
dengan ratio 1 petugas di setiap 2 desa/Kelurahan, bahkan di
Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Muara Pinang, 1
desa bisa dibina oleh 1 PLKB. Yang menjadi kendala adalah
tenaga PLKB yang dimiliki oleh Kabupaten Empat Lawang
seluruhnya adalah tenaga no-PNS yang masih belum cukup
kapasitasnya baik dari segi skill maupun tanggung jawab
terhadap pencapaian kinerja.

Pada tahun 2015, Kab. Empat Lawang mendapatkan 11 orang
tenaga Penyuluh KB (PKB) yang berstatus PNS, dan sampai
dengan akhir periode renstra 2013-2018 belum ada
penambahan lagi. Menghadapi kendala sulitnya menambah
formasi PKB melalui jalur PNS upaya yang dilakukan adalah
dengan penguatan Tenaga Teknis Kader KB sebagai
pendampingan PLKB/PKB, disamping juga penguatan
kelompok-kelompok KB diwilayah.
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1
(satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan.

Keberadaan PPKBD sebagai ujung tombak program
KB sangat diperlukan, oleh karenanya eksistensinya perlu
diperkuat dengan memberikan fasilitas yang memadai, seperti
honorarium, orientasi pencaatan dan pelaporan, peningkatan
kapasitas, peningkatan wawasan, serta peningkatan komitmen
terhadap program KB melalui Temu Kader. Untuk indicator ini,
sejak berdirinya Kabupaten Empat Lawang dan OPD KB
sebagai pelaksana urusan KB & KS, Pembantu Pembina
Keluarga Berencana Desa sudah dibentuk di setiap desa.
Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun.

Meskipun kebutuhan alkon telah terpenuhi di
masyarakat, namun perlu tetap diperhatikan dan dipantau
mekanisme penyalurannya, terutama di Puskesmas. Seperti

diketahui bersama, penyediaan alkon merupakan tanggung
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jawab BKKBN Perwakilan yang ada di Provinsi, namun
distribusinya diserahkan kepada OPD KB di Kabupaten/Kota,
karena itu setiap tahunnya angka capaian kinerja dapat
mencapai 100%, karena keseluruhan alokon yang diterima
oleh OPD KB telah tersalurkan ke fasilitas kesehatan yang ada
di Kecamatan. Demikian pula dalam hal peningkatan
ketertiban dalam pelaporannya. Dengan adanya aplikasi
pencatatan dan pelaporan alat kontrasepsi secara online yang
diterapkan BKKBN, maka persediaan alkon dapat terpantau.

9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di
setiap Desa/Kelurahan 100 % setiap tahun.

Pemenuhan informasi data mikro berguna sebagai
pijakan dalam perencanaan program KB. Oleh karenanya
keberadaannya sangat penting artinya bagi keberhasilan
program KB. Tahun 2015 merupakan tahun pertama
diberlakukannya Pendataan Keluarga secara serentak, pasca
ditetapkannya PP tentang Pendataan Keluarga (PK), dimana
pendataan keluarga telah berhasil dilaksanakan dan tercapai
100%, meskipun masih ada beberapa permasalahan berkaitan
dengan belum sinkronnya aplikasi PK antara offline dengan
online-nya. Kemudian pada tahun 2016,
penyempurnaan-penyempurnaan terhadap data hasil PK 2015
terus dilakukan, baik dari sisi aplikasinya maupun dari sisi
updating data dengan membagikan kembali hasil print out PK

2015 kepada kader untuk dilakukan update data.
Tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan

sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dirangkum pada

Tabel 2.5 sebagai berikut:
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Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi DPPKB

(2)

Target
Indikato
r lainnya

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang

Target Renstra tahun ke-

2015 2016 2017

(7) (8) (9)

Realisasi Capaian tahun ke-

2015 2016 2017

(12) (13) (14)

2014
(16)

Rasio Capaian tahun ke-

2015
(17)

2016
(18)

2017
(19)

2018
(20)

(21)

Cakupan PUS yang istrinya
dibawah usia 20 tahun

3,50%

9,07%

8,29% 7,57% 8,92%

6,30%

3,82%

3,45% | 3,04% | 2,71%

2,50%

237,43%

240,29%

249,01%

329,15%

252,00%

tren
penurunan

Cakupan sasaran PUS menjadi
peserta KB aktif

65%

78,20%

79,60% | 81,70% | 81,78%

81,78%

77,9%

78,49% | 79,36% | 78,44%

80,60%

99,62%

97,14%

97,14%

95,92%

98,56%

tren
kenaikan

Cakupan PUS yang ingin ber-KB
tidak terpenuhi (unmetneed)

5%

20,60%

18,90% | 17,40% | 15,90%

14,60%

13,85%

12,17% | 11,81% | 11,01%

9,61%

148,74%

155,30%

147,33%

144,41%

151,93%

tren
penurunan

Cakupan anggota keluarga Bina
Keluarga Balita (BKB) ber-KB

70%

86,78%

86,79% | 86,78% | 86,79%

86,80%

65,45%

72,24% | 74,67% | 89,64%

61,82%

75,42%

86,05%

86,05%

103,28%

71,22%

tren
kenaikan

Cakupan PUS anggota Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) ber-
KB

87%

77,50%

79,74% | 82,01% | 84,34%

86,73%

55,3%

58,60% | 91,51% | 80,02%

62,93%

71,35%

111,58%

111,58%

94,88%

72,56%

tren
kenaikan

Rasio Petugas Lapangan
Keluarga Berencana / Penyuluh
Keluarga Berencana

1:2

1:2

1:2 1:2 1:2

1:1

1:1

1:1 1:1 1:1

1:1

100%

100%

100%

100%

100%

rasio
mengecil

Rasio Pembantu Pembina KB
Desa (PPKBD) di setiap desa /
kelurahan

1:1

1:1

1:1 1:1 1:1

1:1

1:1

1:1 1:1 1:1

1:1

100%

100%

100%

100%

100%

rasio
mengecil

Cakupan penyediaan alat dan
obat kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan

30%

100%

100% 100% 100%

100%

100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tren
kenaikan

Cakupan informasi data mikro
keluarga di setiap desa

100%

100%

100% 100% 100%

100%

100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tren
kenaikan
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Dari segi penganggaran, selama periode tahun 2013-2018 dalam
pelaksanaanya banyak terjadi perubahan dari target yang ditetapkan
dalam Renstra 2013-2018, baik perubahan nominal anggaran
maupun judul kegiatan. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor
antara lain pergantian kepemimpinan di tahun 2016, seringnya
mutasi pegawai, pergantian nomenklatur perangkat daerah dan
dinamika keberhasilan dan kekuatan penganggaran pemerintah
daerah.

Dalam Tabel 2.6 dapat dilihat anggaran dan realisasi pendanaan

pelayanan perangkat daerah selama periode tahun 2014-2018. Dari

tabel tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jika dilihat secara keseluruhan, anggaran perangkat daerah terus
meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan anggaran
sebesar 7% dan realisasi sebesar 4%, yang tergolong dibawah
rata-rata pertumbuhan anggaran perangkat daerah sebesar 10%
per tahun;

2. Rasio antara realisasi dan anggaran belanja tidak langsung (gaji
pegawai) pada tahun 2014 berkisar pada angka karena belum
akuratnya perhitungan jumlah pegawai pada perangkat daerah
pada tahun tersebut;

3. Rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung selama
periode 2014-2017 semuanya diatas 90%, bahkan mencapai
98.58% di tahun 2014 yang menunjukkan sudah cukup baiknya
perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada perangkat daerah;

4. Rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung pada tahun
2018 hanya mencapai angka 72,43% karena pada tahun ini
disalurkan dana alokasi khusus non-fisik yang sulit diserap
karena penyalurannya yang terlambat;

5. Rata-rata pertumbuhan belanja gaji pegawai hanya sebesar 4%
karena selama periode ini kenaikan gaji pegawai hanya terjadi
satu kali yaitu 6% di tahun 2014;

6. Rata-rata pertumbuhan tambahan penghasilan pegawai (TPP)

selama periode tiga tahun adalah sebesar 63% dan penambahan
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ini memberikan kontribusi yang besar pada proporsi belanja pada
perangkat daerah;

. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja langsung yang
seharusnya mencerminkan kapasitas perangkat daerah dalam
melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya
berada pada angka 3%; yang sebagian besar proporsi dananya
berasal dari APBN Dana Alokasi Khusus. Hal ini menunjukkan
kurangnya dukungan APBD terhadap urusan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, sehingga setiap tahunnya
anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD mengalami
tren penurunan;

. Data anggaran dan realisasi ini sudah termasuk dana APBN yang
disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler
Kesehatan dan KB sehingga angka yang tercermin tidak murni
APBD yang mencerminkan dukungan pemerintah daerah
terhadap urusan pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.
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Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada
tahun ke

Anggaran pada tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke

. Rata-rata pertumbuhan
Uraian

2016 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran % Realisasi
(1) § (4) 6 (8) ) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Belanja Tidak 1.906.917.007 1.784.704.818 2.279.773.054 | 3.576.043.688 2.744.116.000 1.265.210.591 1.682.470.093 2.245.221.900 3.310.136.500 2.513.061.515 | 66,35%| 94,27%| 98,48%| 92,56%| 91,58% 209.299.748 | 22% 311.962.731 | 19%
Langsung

- Gaji dan

Tuni 1.906.917.007 1.784.704.818 2.010.278.054 2.590.333.688 1.934.116.000 1.265.210.591 1.682.470.093 1.997.020.877 2.361.841.238 1.725.927.628 | 66,35% | 94,27%| 99,34%| 91,18%| 89,24% 6.799.748 | 4% 115.179.259 [ 9%
njangan

- Tambahan

Penghasil - - 269.495.000 985.710.000 810.000.000 - - 248.201.023 948.295.262 787.133.887 - 92,10% | 96,20%| 97,18% 270.252.500 | 63% 269.466.432 | 64%
enghasilan

Belanja

Langsung 4.587.941.743 | 4.410.215.000 | 3.766.816.000 | 3.916.745.400 | 5.558.143.800 | 4.522.596.685| 4.057.014.082 | 3.675.195.000| 3.525.810.800 | 4.025.899.000 | 98,58%( 91,99%| 97,57%| 90,02%| 72,43% 242.550.514 | 3% (124.174.421)( -4%
uJ

Program

Pelayanan
Administrasi 825.722.495 1.012.044.500 973.221.000 945.262.900 703.008.150 813.519.500 840.582.200 946.814.000 914.306.200 689.888.500 | 98,52%| 83,06%| 97,29%| 96,73%| 98,13% (30.678.586) (30.907.750)
Perkantoran

Program
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
Aparatur

1.956.551.748 1.922.670.000 1.178.570.000 150.355.500 1.017.948.650 1.906.083.185 1.842.640.882 1.118.823.000 133.896.300 912.491.500 | 97,42% | 95,84%| 94,93%| 89,05%| 89,64% (234.650.775) (248.397.921)

Program

Peningkatan
Disiplin - - 176.300.000 - - - 174.644.000 - - 99,06% - -
Aparatur

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

20.000.000 16.000.000 - - 19.500.000 16.000.000 - - - 98% | 100,00% (5.000.000) (4.875.000)

Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan

15.000.000 13.500.000 5.960.000 10.000.000 9.350.000 15.000.000 11.150.000 5.960.000 10.000.000 9.200.000 100% 83%] 100,00% 100% 98% (1.412.500) (1.450.000)

Program

Keluarga 588.180.500 573.190.000 583.990.000 2.468.210.000 3.504.810.000 587.300.500 568.567.500 583.990.000 2.136.427.300 2.093.172.000 | 99,85%( 99,19% | 100,00% 87%| 59,72% 729.157.375 376.467.875
Berencana

Program

;elaz’am“_ 665.870.000 621.184.500 762.110.000 179.732.000 224.180.000 664.754.500 535.442.500 758.299.000 174.576.000 222.460.000 | 99,83%| 86,20%| 99,50%| 97,13%| 99,23% (110.422.500) (110.573.625)
ontrasepsi
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(5) (6) (7) (®) ()] (10) (11) (12)

(14) (15) (16)

Program
Pembinaan
Peran Serta
Masayarakat
dalam
Pelayanan
KB/KR yang
Mandiri

86.454.000 - - - - 86.454.000 - - - -1100,00% (21.613.500) (21.613.500)

Program
Pengembangan
Pusat
Pelayanan
Informasi dan 101.253.000 - - - - 101.253.000 - - - - 100% (25.313.250) (25.313.250)
Konseling KRR

Program
Penyiapan
Tenaga
Pendamiing 94.268.000 132.245.000 22.725.000 65.066.000 45.000.000 94.268.000 124.905.000 22.725.000 65.066.000 45.000.000 | 100% 94%|100,00%|  100%|  100% (12.317.000) (12.317.000)
Kelompok Bina
Keluarga

Program
Pengendalian
Kependudukan 234.642.000 119.381.000 63.940.000 98.119.000 53.847.000 234.464.000 117.726.000 63.940.000 91.539.000 53.687.000 100% | 98,61%|100,00%| 93,29%| 99,70% (45.198.750) (45.194.250)

Jumlah 6.494.858.750 | 6.194.919.818 | 6.046.589.054 | 7.492.789.088 | 8.302.259.800 | 5.787.807.276 | 5.739.484.175| 5.920.416.900| 6.835.947.300| 6.538.960.515 | 89,11%| 92,65%| 97,91%| 91,23%| 78,76% 451.850.263 | 7% 136.296.849 | 4%
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat
Lawang menghadapi berbagai tantangan serta berpotensi
memperoleh peluang bagi pengembangan pelayanan PD. Dalam
mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan
ada beberapa tantangan dan peluang dari macam-macam faktor

yang mempengaruhi seperti tersaji dalam Tabel 2.7

Tabel 2.7

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

\'[o) Permasalahan

Tantangan Peluang
(1) \ (2) (3) (4)

1. | Terbatasnya
ketersediaan alat
kontrasepsi bagi

Terbatasnya
bantuan alat
kontrasepsi dari

Memanfaatkan kebijakan
desentralisasi bidang
keluarga berencana untuk

keluarga Pra pemerintah mengelola program KB
Sejahtera dan pusat secara komprehensif sesuai
Keluarga Sejahtera I dengan kebutuhan daerah
karena alas an
ekonomi

2. | Luas wilayah binaan | Kekurangan Menanggulangi kekurangan
yang tidak sesuai tenaga PKB di PKB dengan memanfaatkan
dengan jumlah lapangan tenaga PLKB non PNS dan

petugas PKB di
lapangan

Institusi Masyarakat
Pedesaan

Adanya data mikro keluarga
sebagai bahan perencanaan
operasional untuk
membantu menekan angka
kemiskinan, ancaman
ledakan penduduk serta gizi
buruk dan lost generation
pada generasi mendatang

3. | Tingkat ekonomi
masyarakat di daerah
terpencil masih
rendah

Banyaknya kelompok
kegiatan bagi peningkatan
ketahanan keluarga (Bina
Keluarga Balita, Bina
Keluarga Remaja dan Bina
Keluarga Lansia) dan
pemberdayaan ekonomi
keluarga melalui UPPKS
(Usaha Peningkatan
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No Permasalahan Tantangan

Peluang

Pendapatan Keluarga
Sejahtera)

4. | Kondisi daerah
binaan yang luas dan
mash banyaknya
daerah yang sulit
dijangkau

Sulitnya
menjangkau
daerah terpencil

Tersedianya sarana
pelayanan berupa
kendaraan roda empat
(mobil unit pelayanan,
monil unit penerangan,
mobil pengangkut akseptor,
mobil distribusi alkon) dan
kendaraan roda dua sebagai
fasilitas pendukung bagi
petugas KB di lapangan

5. | Kesertaan KB pria

Masih
rendahnya
kesertaan KB
pria

Komitmen terpadu
pemerintah pusat, provinsi
dan daerah untuk
meningkatkan kesertaan KB
pria

6. | Kab. Empat Lawang
telah memasuki
masa bonus
demografi pada
rentang tahun 2018-
2035

Kesiapan
sarana
prasaranan dan
SDM pelayanan
dalam melayani
PUS

Pertumbuhan pekerja
melebihi pertumbuhan
anak-anak, kesempatan
untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi

Nilai keluarga kecil
memberikan kesempatan
bagi perempuan untuk
memasuki peningkatan
pendapatan rumah tangga

keluarga berencana
dan pembangunan
keluarga

APBD
Kabupaten

7. Dukungan Program Komitmen Bupati dan Wakil
pemerintah daerah kependudukan | Bupati untuk pembangunan
terhadap isu dan keluarga kesehatan cukup tinggi. Hal
kependudukan dan berencana ini menjadi peluang yang
keluarga berencana belum menjadi cukup besar bagi sector
dalam prioritas program kependudukan dan
pemerintah daerah prioritas Keluarga Berencana (KB)

pembangunan untuk semakin
berkembang, kreatif dan
inovatif dalam
melaksanakan upaya-upaya
peningkatan derajat
kesehatan masyarakat,
utamanya untuk mencari
solusi-solusi penyelesaian
permasalahan-
permasalahan di bidang
kependudukan dan KB.

8. | Dukungan anggaran | Kurangnya Tersedianya dukungan
untuk pelaksanaan dukungan APBN Dana Alokasi Khusus
program anggaran yang (DAK) Reguler Kesehatan
kependudukan, bersumber dari | dan KB dari pemerintah

pusat, untuk kegiatan fisik
(penyediaan sarana dan
prasarana) dan non-fisik
(Bantuan Operasional
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No Permasalahan Tantangan Peluang

Keluarga Berencana,
penggerakan, penyuluhan
dan integrasi program
KKBPK di Kampung KB)
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam
proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu
yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas
prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral
serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu- isu
strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana adalah kondisi atau hal yang
harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa datang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata
Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Empat Lawang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai

fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas
penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
dibidangpengendalian kuantitas penduduk, KB, ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

3. Menetapkan program kerja Dinas Pengendalian penduduk

dan Keluarga Berencana;
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4. Melaksanakan pembinaan, pembimbingan di bidang
pengendalian penduduk keluarga berencana, keluarga
sejahtera, advokasi penggerakan dan informasi;

5. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pengendalian kuantitas penduduk;

Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
pengendalian kuantitas penduduk dan KB;

8. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas
lapangan KB dan kader KB;

9. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan
alat dan obat kontrasepsi;

10. Pelaksanaan pelayanan KB;

11. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan,
pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga; dan,;

12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di bidang
pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga
sejahtera, advokasi penggerakan dan informasi;

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai bidang tugasnya.

Permasalahan yang muncul berdasarkan tugas dan fungsi
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait
erat dengan permasalahan upaya peningkatan kualitas kesehatan,
khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan ibu
dan anak melalui program KB dan upaya peningkatan kesehatan
reproduksi. Permasalahan lainnya yaitu upaya peningkatan
keluarga sejahtera dan masalah kepadatan penduduk. Upaya
peningkatan keluarga sejahtera disini terkait dengan indikator
penerapan 8 fungsi keluarga dalam rumah tangga, yakni fungsi

agama, social budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi,
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Pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan, yang merupakan
salah satu terjemahan dari program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Selanjutnya untuk masalah kepadatan penduduk, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat
Lawang menyasar pada persoalan kepadatan penduduknya,
dengan salah satu cara yaitu pengendalian kuantitas penduduk
melalui pengendalian angka kelahiran. Lebih jelasnya,
permasalahan pelayanan yang terdapat di Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana beserta faktor yang

mempengaruhinya dijabarkan dalam table berikut:
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Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Capaian/ Faktor yang Mempengaruhi
Aspek Kajian Kondisi saat Stzfndar yang Permasalahan pelayanan OPD
ini digunakan Internal Eksternal
) 5) (6) (7)

1 Terkendalinya 1,23 1,17 Kerjasama lintas sektor yang Utmetneed Angka Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Laju melibatkan kelompok KB, toga, masih lebih rendah dibandingkan dengan non-
Pertumbuhan toma, fasilitas kesehatan, MKJP sehingga resiko terjadi Drop Out/DO (putus
Penduduk lembaga kemasyarakatan dan pakai) juga lebih tinggi

instansi pemerintah dan swasta
terkait

Advokasi dan Komunikasi |Kesadaran suami/pria untuk ber-KB masih rendah
Informasi dan Edukasi (berimplikasi pada masih rendahnya jumlah

(KIE) Kependudukan, peserta KB pria). Kesadaran suami/pria untuk ber-
Keluarga Berencana dan [KB ini diperlukan karena tidak semua istri/wanita

Pembangunan Keluarga cocok menggunakan alat/metode KB sehingga bisa
(KKBPK) dialihkan ke alat/metode KB pria

Penambahan jumlah Peserta KB Baru belum
signifikan menyumbang kenaikan jumlah PA
Tingginya angka unmetneed di Kabupaten Empat
Lawang

Ketidakcocokan data hasil Pendataan Keluarga
dengan data dalam statistik rutin

Revitalisasi kerjasama dengan fasilitas kesehatan
KB swasta, dalam hal tertib administrasi pelaporan
(baik laporan pelayanan per bulan dan laporan
data basis fasilitas kesehatan) dan bentuk
kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang belum
bekerjasama dengan BPJS

Advokasi dan kerjasama lintas sektoral tentang
pentingnya KB dan kependudukan
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(1)

2)

)

()

(6)

(7)

2 Pendewasaan Sarana dan prasarana Advokasi dan KIE terkait |Masih tingginya angka dispensasi nikah (data
usia pelaksanaan advokasi dan KIE |program Program kemenag) dan masih tingginya angka kelahiran
perkawinan Ketahanan dan remaja (Ibu melahirkan dibawah usia 24 tahun)
(Pasangan Kesejahteraan Keluarga
Usia Subur melalui Generasi
yang istrinya Berencana (Genre),
dibawah kelompok Pusat Informasi
dibawah usia dan Konseling Remaja (PIK-

20 tahun) R), kelompok Bina
Keluarga Remaja (BKR)
Kerjasama lintas sektor yang Advokasi dan Komunikasi |Revitalisasi kelompok remaja
melibatkan kelompok KB, toga, |Informasi dan Edukasi
toma, fasilitas kesehatan, (KIE) Kependudukan,
lembaga kemasyarakatan dan |Keluarga Berencana dan
instansi pemerintah dan swasta |Pembangunan Keluarga
terkait (KKBPK) bagi remaja

3 Penguatan
ketahanan
keluarga
melalui:

Pembinaan Validitas data pencatatan Revitalisasi kelompok Peningkatan kualitas kelompok Bina Keluarga
kelompok pelaporan BKB, BKR, BKL, UPPKS Sejahtera (BKB, BKR dan BKL), UPPKS dan PIK-R
Bina Keluarga dan PIK-R

Balita (BKB)

Pembinaan Sarana dan prasarana

kelompok pelaksanaan advokasi dan KIE

Bina Keluarga

Remaja (BKR)

Pembinaan Kerjasama lintas sektor yang

kelompok melibatkan kelompok KB, toga,

Bina Keluarga toma, lembaga kemasyarakatan

Lansia (BKL) dan isntansi pemerintah dan

swasta terkait
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(1)

2)
Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Sejahtera
(UPPKS)

)

(4)

Pusat
Informasi dan
Konseling
Remaja (PIK
R)

(6)
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3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Empat Lawang Tahun 2018-2023

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun
2018-2023 dapat diuraikan visi dan misi program Kepala Daerah
sebagai berikut: Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan
yang diinginkan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
Dengan ditetapkannya Visi diharapkan kemampuan dan potensi
yang dimiliki akan dapat dioptimalkan dalam upaya mencapai
tujuan pembangunan daerah karena tujuan pembangunan daerah
pada hakekatnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
keadilan sosial, dan daya saing daerah.

Sesuai dengan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta
program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Empat Lawang
beserta potensi dan kendalanya yang mempertimbangkan sejumlah
tantangan dan ancaman yang akan dihadapi dalam pembangunan
Daerah Jangka Panjang kedepan maka Visi Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 adalah:
“EMPAT LAWANG MANDIRI, TERDEPAN DAN STRATEGIS”

Empat Lawang. Empat Lawang diartikan sebagai suatu
daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Daerah merupakan suatu kesatuan pemerintahan dan
kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimilikinya.

Selanjutnya Daerah Otonomi merupakan kesatuan masyarakat
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hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus pemerintahannya dan kepentingan
masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
Mandiri. Mandiri maksudnya adalah Kabupaten yang
mampu memenuhi segala kebutuhannya, menentukan arah
pembangunannya, serta menikmati hasil capaian pembangunannya
tanpa ketergantungan terhadap pihak lain dan atau daerah lain.
Meskipun pada kenyataannya, tidak ada satupun daerah yang dapat
berdiri sendiri seutuhnya, maka yang dimaksud dengan mandiri
dalam hal ini bukan kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa
berhubungan, berinteraksi atau berbantu dengan daerah lain,
namun lebih ditekankan pada kemandirian dalam hal bebas dari
intervensi, ketergantungan dan kemampuan untuk senantiasa
melaksanakan self-sufficient in majority (kemandirian dalam konteks
dominan) dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, tata
kelola pemerintahan, sosial, politik, hukum, sumber daya manusia,
infrastruktur hingga pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.
Terdepan. Terdepan diartikan adalah sebagai kondisi yang
diharapkan bagi Kabupaten Empat Lawang untuk menapaki jajaran
kota/kabupaten dengan peringkat terbaik di Indonesia. Kondisi

Kabupaten Empat Lawang yang maju pada tahun 2025 ditandai

dengan:

. Sosial ditandai dengan sumberdaya manusia berpendidikan
yang tinggi, angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju
pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, kualitas pelayanan
sosial yang lebih baik, serta produktivitas yang makin tinggi;

. Perekonomian ditandai dengan struktur ekonomi berbasis
industri dan jasa yang tangguh dan berorientasi pada
comparative advantage (keunggulan komparatif) dengan adanya
komoditas unggulan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta
tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;

. Pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kualitas

pelayanan publik, meningkatnya ketentraman dan ketertiban
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umum, meningkatnya peran serta rakyat secara nyata dan aktif
dalam segala aspek kehidupan, terwujudnya supremasi hukum

dan terpeliharanya budaya demokrasi.

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten
Empat Lawang Tahun 2008-2025 pada Lima Tahun Periode Ke Tiga
yaitu ditujukan sebagai landasan persiapan menuju kondisi
Kabupaten Empat Lawang yang Maju. Persiapan kondisi Empat
Lawang yang Maju ini oleh Bupati Terpilih Periode 2018-2023
ditetapkanlah Visi sebagai berikut.

VISI Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 - 2023:
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang
MADANI Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas
Sumber Daya Manusia.

Secara detail, Visi Kabupaten Kabupaten Empat Lawang

tersebut memiliki sejumlah arti yaitu:

1. M=Makmur

Makmur adalah sebuah kondisi dimana kebutuhan dasar
masyarakat telah terpenuhi dan masyarakat merasa puas akan hal
tersebut. Makmur bukan berarti kaya raya dengan limpahan harta,
tetapi lebih kepada achievement (penghargaan) masyarakat terhadap
dirinya dan orang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “makmur”
adalah banyak hasil, banyak penduduk dan sejahtera, dan serba
kecukupan, tidak kekurangan apapun. Dari beberapa pengertian
tersebut, kita semua pasti akan sepakat kalau Kabupaten Empat
Lawang ini digolongkan sebagai suatu negara yang makmur bila
dillihat dari sudut pandang SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM
(Sumber Daya Manusia) maka pengolahan SDA & SDM adalah

jawaban bagi kemakmuran rakyat.

2. A=Aman
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Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan
dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya
keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu
ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Setiap manusia pasti membutuhkan perlindungan karena
manusia butuh rasa aman dan nyaman agar dapat menjalani
hidupnya dengan baik. Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera
fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram bagi
masyarakat. Secara bahasa kata “aman”, berasal dari kata amina,
yang berdekatan makna dengan amanah dan iman, kebalikan dari
kufur, Dan juga selalu memerintahkan untuk menjauhi segala hal-
hal yang dapat membuat manusia merasa teraniaya, terintimidasi,

goncang dan lain sebagainya

3. D=Damai

Damai dalam arti memberikan rasa tenang pada
masyarakat, dan tidak semena-mena antar sesama, “tidak semena-
mena” sendiri diartikan sebagai sikap yang menuruti kehendaknya
sendiri atau tidak adil, karena ketidakadilan sama dengan tidak
damai, tidak damai sama dengan anarki dan perang, sehingga
menjadi justifikasi dan logika berpikir dan berperilaku masyarakat
dalam tindakan kriminalitas serta berbagai gejolak sosial akhir-akhir
ini. Apapun jawabannya, pada akhirnya damai mampu menjadi nilai

refleksi untuk kemakmuran rakyat.

4. A=Agamis

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat senantiasa
diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur.
Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk
primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan
secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama

semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari.
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Orang agamis juga orang yang mengaku memeluk suatu
agama. Yang dimaksud disini adalah bagaimana orang tersebut
memahami agamanya, atau kebenaran macam apa yang
dipahaminya atau menarik hatinya dari agama tersebut dan
dianggapnya sebagai kebenaran yang utama. Universal berarti
bahwa fenomena keragaman ini adalah sesuatu yang terjadi atau

bisa didapati di semua agama.

5. N=Nasionalis

Nasionalis adalah memperjuangkan kepentingan bangsa
dalam menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah
negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk
kemakmuran masyarakat. lkatan nasionalisme tumbuh di tengah
masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat
manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak
beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat
berperan dan mendorong masyarakat untuk mempertahankan

negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri.

6. I=Indah

Indah diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang,
cantik, bagus benar atau elok. Keindahan dipelajari sebagai bagian
dari estetika, sosiologi, psikologi sosial, dan budaya. Sebuah
“kecantikan yang ideal” adalah sebuah entitas yang dikagumi, atau
memiliki fitur yang dikaitkan dengan keindahan dalam suatu budaya
tertentu, untuk kesempurnaannya. Sehingga menimbulkan efek
yang positif bagi yang melihat ataupun merasakannya. Keadaan ini
yang diharapkan untuk menciptakan keselarasan hidup dalam lini
kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Empat Lawang 2018-
2023 ditetapkan 10 (Sepuluh) Misi yaitu sebagai berikut:

Rencana Strategis DPPKB Kab. Empat Lawang 2018-2023 | 58


http://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah

Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan
demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang
profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
Meningkatkan  kebersamaan dan  kerjasama  antara
pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan kelompok-kelompok
masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan
ekonomi masyarakat.

Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah
berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek
kelestarian lingkungan.

Mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur yang
berorientasi pasar dengan menciptakan nilai tambah potensial
yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir,
serta industri kecil, menengah, dan besar.

Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan
alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang
kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan
lapangan kerja.

Meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa serta mengembangkan dan membina, serta
memfasilitasi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM)
Empat Lawang yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan
peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik
formal maupun informal.

Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-
sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat.

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan,
pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
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9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

10. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam
kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui
pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan

pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan telaah visi dan misi Kepala Daerah terpilih
maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.
Empat Lawang melaksanakan tugas misi no 8 yaitu “Meningkatkan
kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar
lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta kearifan lokal.”

Analisis permasalahan, factor pendorong dan penghambat

dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Empat

Lawang dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPKB Kab.
Empat Lawang terhadap Pencapaian Visi dan Misi

Misi 8:
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
bidang
kesehatan,
pendidikan dan
sosial dasar
lainnya dengan
memanfaatkan
ilmu
pengetahuan
dan teknologi
serta kearifan
lokal

Permasalahan
Pelayanan
Perangkat

Daerah

)]
Rendahnya

kesertaan KB
MKJP

Bupati Empat Lawang 2018-2023

Faktor

Penghambat

(4)

Pendorong

(5)

Rendahnya
kesertaan KB
Pria

Masih adanya
pendapat
masyarakat
bahwa KB hanya
untuk kaum
perempuan saja

Tersedianya Mobil
Unit Pelayanan KB
(MUYAN KB) untuk
pelayanan KB MOP
Pria yang bisa
menjangkau
daerah-daerah
desa binaan

Kebutuhan
ber-KB yang
tidak terpenuhi
masih tinggi
terutama di

Pengetahuan
masyarakat
tentang KB dan
alat kontrasepsi
tidak diikuti
perilaku untuk

Ketersediaan alat
dan obat
kontrasepsi yang
memadai

Rencana Strategis DPPKB Kab. Empat Lawang 2018-2023 | 60




Permasalahan
Pelayanan

Perangkat
Daerah
daerah-daerah

Faktor

Penghambat

menjadi peserta

Pendorong

tertentu KB karena
khawatir dengan
side effectnya
Kualitas Banyaknya Dukungan Dana

pelayanan KB
belum sesuai
standar
berkaitan
dengan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
pelayanan KB
di faskes KB

sarana dan
prasarana di
faskes yang
sudah tidak layak
pakai

Alokasi Khusus
(DAK) dari
pemerintah untuk
pengadaan sarana
dan prasarana
pelayanan KB

Masih
terbatasnya
jumlah
Penyuluh KB

Rasio Penyuluh
KB terhadap desa
binaan yang
seharusnya 1
orang membina 2

Diperbantukannya
tenaga Peugas
Lapangan KB
(PLKB) non-PNS
untuk membantu

desa menjadi 1 PKB dalam
orang membina 1 | melayani
kecamatan masyarakat

Ketidakcocokan
data hasil
pendataan
keluarga
dengan data
dalam statistic
rutin

Validasi data dan
tertib pencatatan
dan pelaporan
dari petugas
lapangan yang
belum maksimal.
Formulir
pencatatan dan
pelaporan yang
masih sering
berubah
menyesuaikan
dengan kebijakan
BKKBN

Sudah memiliki
system pencatatan
dan pelaporan
yang berjenjang

Advokasi dan
kerjasama
lintas sectoral
tentang
pentingnya KB
dan

Kerjasama lintas
sector terutama
instansi
horizontal masih
sangat kurang

Adanya kegiatan
integrasi program
pembangunan di
Kampung KB yang
didanai oleh DAK
non-fisik BOKB

kependudukan yang melibatkan
instnasi lintas
sector, perangkat
desa, toga dan
toma
Peningkatan Kesadaran Memiliki kader di
kualitas masyarakat setiap desa dan
kelompok bina | untuk didukung oleh
keluarga (BKB, | berkegiatan di PPKBD, sub
BKR dan BKL) masyarakat PPKBD dan PLKB
semakin non-PNS
berkurang,
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Permasalahan
Pelayanan

Perangkat

Faktor

Penghambat

Pendorong

Daerah

terutama untuk
keluarga yang
baik suami
maupun istrinya
bekerja di luar
rumah

Adanya kegiatan

Ketahanan
Keluarga berbasis
Kelompok Kegiatan
Tribina yang
didanai oleh DAK
non-fisik BOKB

Peningkatan
ekonomi
keluarga
melalui UPPKS

Kurang aktifnya
kegiatan UPPKS
di desa, tidak
adanya bantuan
modal dan
minimnya

Memiliki kader di
setiap desa dan
didukung oleh
PPKBD, sub
PPKBD dan PLKB
non-PNS

pembinaan

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.1.1 Telaahan Renstra BKKBN RI
Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan
sebagaimana tertera dalam Buku I - RPJMN 2015-2019, BKKBN
berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan
Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan
perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang
melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan
perwujudan Keluarga Berkualitas”.

Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka
ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan
Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada
RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)

2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet
need)

4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode
Kontrasepsi JangkaPanjang (MKJP)
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5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Ke-5 (lima) Sasaran Strategis tersebut kemudian akan
dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan
dicapai melalui Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja
Kegiatan. Kemudian dalam implementasi upaya pencapaiannya
dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalam
penuangan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Dalam penyusunan Renstra, Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang selain mengacu pada
RPJMD Kab. Empat Lawang juga mengacu pada Renstra BKKBN RI.
Keselarasan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Empat Lawang 2018-2023 dengan Renstra BKKBN
RI 2015-2019 dapat dilihat dari sasaran strategis (Bab IV) yang
diadopsi yaitu dengan indicator-indikator seperti menurunkan
Angka kelahiran total (TFR), menurunkan kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmet need), dan meningkatkan peserta KB aktif
yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Sedangkan meningkatkan prevalensi kontrasepsi (CPR) modern dan
menurunkan tingkat putus pakai kontrasepsi merupakan indikator

kinerja perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD (Bab VII).

3.1.2 Telaahan Renstra Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera
Selatan

Tujuan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Tahapan pembangunan bidang Kependudukan dalam RPJPN 2005 -
2025 pada RPJM tahap ke tiga adalah Tercapainya Penduduk
Tumbuh Seimbang. RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005 — 2025
menyebutkan bahwa tahap ke tiga pembangunan Sumatera Selatan
(2013 - 2018) mengutamakan pembangunan menyeluruh di semua

bidang, peningkatan daya saing berbasis keunggulan SDM,
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infrastruktur wilayah, iptek dan suasana wilayah yang kondusif
dengan 4 (empat) strategi : (1) menguatkan pertumbuhan ekonomi
dan menegaskan arah pembangunan ekonomi, (2) menguatkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, (3) mengembangkan
pemanfataan sumber daya yang berkelanjutan, (4) mendorong
pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih dan
bertanggungjawab.

Dalam upaya mewujudkan Misi ketiga Rancangan Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2013

— 2019 yaitu: “Meningkatkan Pemerataan yang berkeadilan”,

maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam

lima tahun mendatang adalah Mengembangkan Keluarga Berencana
dan Sejahtera dengan sasaran:

(1) menurunkan laju pertumbuhan penduduk antara lain ditandai
dengan meningkatnya angka pemakaian konstrasepsi bagi
pasangan usia subur (PUS), rasio kebutuhan KB dan KB yang
tidak terpenuhi (unmeetneed), Total Fertility Rate (TFR),

(2) Terwujudnya keluarga sejahtera antara lain ditandai dengan
berkembangnya persentase kelompok usaha perempuan.

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang,

berkualitas dan berdaya saing serta dalam wupaya penguatan

pelaksanaan 4 (empat) Sub Urusan amanat Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014, BKKBN akan berupaya dalam tujuan paling utama

untuk:

a) Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan

berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Kesehatan. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan

KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar

kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme

pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana
prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan

KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi

logistik alokon); pengembangan operasional pelayanan KB dan
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Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan;
peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam
negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan
dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi
yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS,
Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS
Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter
di kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter
Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos
Kesehatan Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB
dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas
dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau,
maupun pelayanan KB mobile (bergerak) di wilayah khusus/sulit,
untuk mengurangi kesenjangan pelayanan KB;

b) Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP
maupun Non-MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan
kelayakan medis hak reproduksinya (rasional, efektif dan efisien),
dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca
keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping
penggunaan kontrasepsi;

c) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam
berkeluarga, melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang
komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat-daerah,
tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan
melibatkan orangtua, teman sebaya,
tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat (todat),
tokoh ekonomi (tomi), sekolah, dan dengan memperhatikan
perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai
pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada
remaja untuk mengurangi aborsi; peningkatan pengetahuan
Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan, yaitu

peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan
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kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan
mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi
remaja PIK-KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai
kegiatan yang positif dalam meningkatkan status kesehatan,
pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan
berkeluarga; dan

d) Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang
Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas

dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB.

Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas dapat menjadi
modal pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar
tidak berkualitas dapat menjadi beban pembangunan. Untuk
menjaga penduduk yang banyak ini dapat menjadi modal
pembangunan maka penduduk Indonesia harus disiapkan menjadi
sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan
ketahanan nasional, agar mampu bersaing dengan bangsa lain dan
dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.
Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang
holisitik, dimana upaya-upaya dimaksud bertujuan untuk
mewujudkan Lembaga yang handal dan dipercaya dalam
mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga
Berkualitas. Program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya untuk
menurunkan tingkat kelahiran, peningkatan kesejahteraan ibu,
anak, dan keluarga saja. Sejak diberlakukannya pelaksanaan
otonomi daerah, pelaksanaan program KB dan Pembangunan
Keluarga mengalami  perkembangan  khususnya  program
Kependudukan. Pengelolaan program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan rangkaian kegiatan
yang saling berkaitan dan melibatkan masyarakat sebagai subjek

sekaligus objek program.
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Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat mengingat
perbedaan suku, budaya dan adat istiadat serta letak geografis yang
kurang menguntungkan bahkan beberapa wilayah dengan kategori
tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan. Pelaksanaan
pengelolaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga, erat kaitannya dengan upaya peningkatan angka
prevalensi ber-KB Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan
penurunan angka kelahiran atau Total Fertilty Rate (TFR). Namun,
untuk mencapai tujuan program KKBPK, peran kelembagaan
sangatlah menentukan, apalagi di era otonomi daerah yang
keberadaan SKPDKB sangat bervariasi, sangat dipengaruhi oleh
kebijakan pemerintah daerah setempat. Begitu pula dengan sarana
dan prasarana serta komponen-komponen yang mendukungnya
seperti petugas lapangan yang semakin berkurang dari tahun
ketahun, APBD yang belum memadai serta ketersediaan data yang
tepat waktu dan akurat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah disusun sasaran
strategis BKKBN 2015-2019 yang tertera pada Rencana Strategis
(Renstra) BKKBN 2015-2019 dalam upaya untuk mencapai tujuan
utama, sebagai berikut
1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49
tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet
need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun
(ASFR 15 - 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49
tahun)
Sasaran Renstra 2015 — 2019 seperti yang tertuang dalam Grand
Desain Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2010 - 2023 sasaran lima tahun kedua (2015 - 2020)
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3.4

adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,17 persen, TFR sebesar
2,3 persen dan angka kematian bayi (IMR) sebesar 20,80 per 1000
kelahiran. Disamping sasaran tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi
Sumatera Selatan mempunyai Sasaran dan Strategi yang tertuang
dalam RPJMD 2013 - 2019 yaitu:

“Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dengan strategi
peningkatan jumlah mutu layanan KB (tujuan utama a. Menguatkan
akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas), dan
peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi
(tujuan utama c. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi).

Dalam penyusunan Renstra, Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang selain mengacu pada
RPJMD Kab. Empat Lawang juga mengacu pada Renstra Perwakilan
BKKBN Prov. Sumatera Selatan. Keselarasan Renstra Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat
Lawang 2018-2023 dengan Renstra Perwakilan BKKBN Prov.
Sumatera Selatan dapat dilihat dari sasaran strategis (Bab IV) yang
diadopsi yaitu dengan indicator-indikator seperti menurunkan laju
pertumbuhan penduduk (LPP), menurunkan Angka kelahiran total
(TFR), dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
(unmet need. Sedangkan meningkatkan prevalensi kontrasepsi (CPR)
modern merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang

mengacu pada RPJMD (Bab VII).

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

Rencana Struktur Ruang adalah susunan pusat - pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang
berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Empat Lawang,

meliputi:
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a. Pusat-pusat kegiatan;
b. Sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana
utama; dan.
c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
Tabel 3.3
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Pengaruh
c q Rencana
Rencana Struktur Loy S Struktur
Pemanfaatan Ruang pada
No. Struktur Ruang Saat A Ruang
. Periode Perencanaan
Ruang Ini terhadap
Berkenaan
Program
RPJMD
&) @) S) “4) )
1. Sistem Sistem Program pembangunan sesuai RTRW
Perkotaan Perkotaan jalan dan jembatan
Program pembangunan sesuai RTRW
saluran drainase dan
gorong-gorong
Program pembangunan sesuai RTRW
turap/talud/bronjong
Program pengembangan sesuai RTRW
dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Program pengembangan sesuai RTRW
kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
Program pengendalian sesuai RTRW
banjir
Program pengembangan sesuai RTRW
perumahan
Program lingkungan sehat | sesuai RTRW
perumahan
2. Rencana Sistem Program pembangunan sesuai RTRW
Jaringan Jaringan jalur kereta api
Prasarana Transportasi
Wilayah
Program pembangunan sesuai RTRW
terminal
Program pembangunan sesuai RTRW
prasarana dan fasilitas
perhubungan
Program pengendalian sesuai RTRW
pencemaran dan
pengrusakan lingkungan
hidup
Program peningkatan sesuai RTRW
ketahanan pangan
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3.4.1 Telaah Rencana Pola Ruang
Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah

rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari

kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana
pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya
dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya).

Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah :

e Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung
lingkungan;

e Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan
jumlah penduduk dan tenaga kerja;

e Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana
struktur ruang yang dikembangkan;

e Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;

e Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten,
rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana
distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi
rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana
peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang
wilayah kabupaten berfungsi:

e sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi
masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah
kabupaten;

e mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

e sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka
menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan

e sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada
wilayah kabupaten.

e Adapun hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel
3.4
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Tabel 3.4

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

Indikasi Program
Pengaruh Rencana
Pemanfaatan Ruang
Rencana Pola Ruang . Pola Ruang
- Pada Periode
No | Pola Ruang Saat Ini terhadap Program
Perencanaan
RPJMD
Berkenaan
(1) (2) (3) (4) (5
1 Rencana Rencana Program pengendalian Sesuai proritas
kawasan kawasan pencemaran dan
lindung lindung perusakan lingkungan
hidup
Program Sesuai proritas
perlindungandan
kenservasi sumber daya
alam
Program pengendalian Sesuai proritas
kebakaran hutan
Program pengenloaan Sesuai proritas
ruang terbuka hijau
(RTH)
Kawasan Kawasan Program pencegahan Sesuai proritas
rawan rawan dini dan
bencana bencana penanggulangan korban
bencana alam
Rencana Rencana Program peningkatan Sesuai proritas
kawasan kawasan penerapan teknologi
budidaya budidaya pertanian /perkebunan
Program pengembangan | Sesuai proritas
tanaman hutan rakyat

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
suatu wilayah, dan/atau

(KRP). Apabila KLHS

terintegrasi dalam pembangunan

kebijakan, rencana dan/atau program
menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah
terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib
diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi
dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan

dalam suatu wilayah.
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Tabel 3.5

Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS

Ringhasan Implikasi Catatan bagi
No Aspek Kajian KLHS terhadap Program | Perumusan Program
RPJMD RPJMD

(1) () (3) (4) ()

1. | Kapasitas daya Cukup Program RPJMD Dalam Perumusan
dukung dan mendukung daya Program RPJMD,
daya tampung dukung dan daya Perangkat Daerah
lingkungan tampung memperhatikan daya
hidup untuk lingkungan hidup dukung dan daya
pembangunan untuk tampung lingkungan

pembangunan hidup untuk
pembangunan

2. | Perkiraan Cukup Program terkait Dalam Perumusan
mengenai dengan lingkungan | Program RPJM,
dampak dan hidup Perangkat Daerah
risiko memperhatikan
lingkungan dampak dan risiko
hidup lingkungan hidup

3. | Kinerja Cukup Program terkait Dalam Perumusan
layanan/jasa dengan : Program RPJM,
ekosistem pendidikan, Perangkat Daerah

kesehatan, PU dan | memperhatikan

tata ruang, Kinerja layanan/jasa
perumahan dan ekosistem
pemukiman,

pertanian dalam

arti luas

4. | Efisiensi Cukup Program-program Dalam Perumusan
pemanfaatan pembangunan Program RPJM,
sumber daya Perangkat Daerah
alam memperhatikan

pemanfaatan sumber
daya alam

S. | Tingkat Cukup Program-program Dalam Perumusan
kerentanan dan pembangunan Program RPJM,
kapasitas Perangkat Daerah
adaptasi memperhatikan
terhadap Tingkat kerentanan
perubahan iklim dan kapasitas

adaptasi terhadap
perubahan iklim

6. | Tingkat Cukup Program-program Dalam Perumusan
ketahanan dan pembangunan Program RPJM,
potensi Perangkat Daerah
keanekaragaman memperhatikan
hayati Tingkat ketahanan

dan potensi
keanekaragaman
hayati

7. | Ketersediaan Kurang Pembangunan Dalam Perumusan

tanaga listrik

jaringan sutet dan
gardu induk

Program RPJM,
Perangkat Daerah
memperhatikan
Ketersediaan tenaga
listrik
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi
masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu
strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum
menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah
pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu
strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum
terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal

pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi
Bupati dan wakil Bupati Kab. Empat Lawang terpilih serta telaahan faktor-
faktor penghambat dan pendorong untuk pencapaian pembangunan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten
Empat Lawang, maka ditentukan isu, asumsi dan prioritas strategis yang
dijadikan focus pembangunan di periode lima tahun yang akan datang

(2018-2023) sebagai berikut:

1. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholders untuk
mengatasi dan mencegah pernikahan dini (usia kawin < 21 tahun)
karena pernikahan dini merupakan salah satu faktor resiko timbulnya

AKI (Angka Kematian Ibu);

2. Penurunan angka DO (Drop Out) peserta KB karena tidak
menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), masih
banyak yang menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek seperti

PIL, suntik dan kondom;

3. Penurunan angka TFR (Total Fertility Rate) atau rata-rata jumlah anak
yang dimiliki oleh seorang WUS (Wanita Usia Subur) selama rentang
umur reproduksinya (15-49 tahun) untuk mencapai angka
replacement level sebesar 2.1, dengan meningkatkan partisipasi
masyarakat ikut program KB khususnya melalui MKJP (Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti MOP (Medis Operasi Pria), MOW
(Medis Operasi Wanita), IUD (Intra Uterine Device) dan Implan;
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Penurunan unmet need yaitu proporsi WUS (Wanita Usia Subur)
dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi
meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan
anak; dan mereka yang unmet need’ karena resiko kesehatan dan
pemakaian kontrasepsi yang buruk tidak menginginkan penambahan

anak; masih cukup tinggi;

Pembuatan produk-produk hukum dan dokumen-dokumen
standarisasi yang mengatur secara teknis pelaksanaan pelayanan

program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Peningkatan kualitas PLKB dan PPKBD serta peningkatan

profesionalisime dengan kompetensi yang terstandarisasi;

Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung

pelayanan program keluarga berencana;

Pengembangan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis
kinerja dengan dukungan Sistem Informasi Kependudukan dan KB

yang terpadu;

Peningkatan jalinan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar
penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Tujuan adalah
pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah
hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan

dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

1.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Empat Lawang perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran

strategis.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang adalah sebagai berikut:
4.1.1 Tujuan

Dalam RPJMD Kab. Empat Lawang Tahun 2018-2023, telah
disepakati bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Empat Lawang mendukung Misi 8 “Meningkatkan kualitas pelayanan
bidang kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan local” dan
Tujuan 11 “Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat”.

Dari tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat dirumuskan tujuan
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“Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas

keluarga”

4.1.2

Sasaran

Sasaran strategis dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kab. Empat Lawang adalah sebagai berikut:

1.
2.

4.1.3

Menurunkan angka kelahiran;

Meningkatnya kesejahteraan keluarga.

Indikator Sasaran

Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan
dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya
apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR
dihitung. Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu
para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-
rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang
berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta
mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Rumus

penghitungan TFR adalah sebagai berikut:
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TFR =537, ASFRIi

ASFR; = ;T} x K

TFR = Angka Kelahiran Total
ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur

bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i
pada tahun tertentu

pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada
pertengahan tahun yang sama

i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,
i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok
umur 45-49

K = bilangan kontanta biasanya 1000

Persentase keluarga Pra-sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah

satu dari 6 (enam) indicator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indicator

kebutuhan dasar keluarga (basic needs). Indikator tersebut adalah:

a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau
lebih;

b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di
rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;

c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan
dinding yang baik;

d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan;

e. Bila pasangan wusia subur ingin ber-KB pergi ke sarana
pelayanan kontrasepsi;

f.  Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah

Penghitungan indicator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Jumlah keluarga pra sejahtera
x 100%

Jumlah keluarga
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang

Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-

Sasaran Indikator Sasaran

2019 2020 2021 2022 2023
) (4) ) (6) (7) ) &)
1 Pengendalian Menurunnya Angka Total Fertility Rate
Pertumbuhan Kelahiran (TFR) 2,26 2,21 2,17 2,14 2,11
Penduduk dan Meningkatnya Persentase Keluarga
Meningkatnya Kualitas [kesejahteraan keluarga [Pra-sejahtera 4.,34% 4,12% 3,92% 3,72% 3,54%
Keluarga
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang adalah strategi
dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang
selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program
prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka
menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang mencapai tujuan,
sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program
RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang. Strategi selanjutnya menjadi

dasar perumusan kegiatan bagi setiap program RPJMD.

1.1 Strategi Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang menetapkan

strategi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai

berikut:

1. Peningkatan kesertaan ber-KB ;

2. Peningkatan mutu pelayanan KB;

3. Peningkatan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi;

4. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang KKBPK;

S. Peningkatan pendayagunaan Penyuluh/Petugas/Kader KB di lini

lapangan;

Peningkatan pemanfaatan data kependudukan dan keluarga;
Peningkatan pembangunan ketahanan keluarga melalui KB;
Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga Pra-sejahtera dan
Sejahtera I;

0. Peningkatan peran serta remaja dalam program KKBPK.
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1.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan strategi diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang merumuskan kebijakan sebagai

pedoman yang wajib dipatuhi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan

dan sasaran. Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang adalah sebagai

berikut:

1.

Meningkatkan kesertaan KB baru terutama KB pria serta menjamin
ketersediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi yang
tepat waktu dan tepat sasaran;

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan fasilitas pelayanan KB
dan keterampilan petugas pelayanan KB;

Meningkatkan kesertaan ber-KB Metode Jangka Panjang (MKJP)
serta kemandirian ber-KB melalui jalur swasta;

Menyediakan dukungan sarana media Komunikasi Informasi
Edukasi KKBPK;

Meningkatkan kualitas informasi data mikro keluarga di setiap desa
untuk kepentingan perumusan kebijakan Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);

Meningkatkan kapasitas tenaga Penyuluh KB (PKB) dan Petugas
Lapangan KB (PLKB) serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
Meningkatkan implementasi data kependudukan dan keluarga
dalam perencanaan pembangunan daerah;

Meningkatkan peran serta kelompok sasaran terhadap program KB;
Meningkatkan peran serta keluarga Pra-sejahtera dan Sejahtera I
dalam kelompok UPPKS, melakukan pembinaan dengan melibatkan
instansi terkait dan memfasilitasi produk UPPKS yang dihasilkan;
Meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi

dan keaktifan kelompok keg Pusat Informasi Konseling Remaja.
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Tabel 5

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang

VISI : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang MADANI

MISI 8

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal

Sasaran

Strategi

: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfatkan

Arah Kebijakan

Pengendalian Pertumbuhan
Penduduk dan Meningkatnya
Kualitas Keluarga

Menurunnya Angka
Kelahiran

Peningkatan kesertaan ber-KB

Meningkatkan kesertaan KB baru
terutama KB pria serta menjamin
ketersediaan dan pendistribusian alat
dan obat kontrasepsi yang tepat waktu
dan tepat sasaran

Peningkatan mutu pelayanan KB

Meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan fasilitas pelayanan KB dan
keterampilan petugas pelayanan KB

Peningkatan keberlangsungan
pemakaian kontrasepsi

Meningkatkan kesertaan ber-KB
Metode Jangka Panjang (MKJP) serta
kemandirian ber-KB melalui jalur
swasta

Peningkatan pengetahuan masyarakat
tentang KKBPK

Menyediakan dukungan sarana media
Komunikasi Informasi Edukasi KKBPK

Meningkatkan kualitas informasi data
mikro keluarga di setiap desa untuk
kepentingan perumusan kebijakan
Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Peningkatan pendayagunaan Meningkatkan kapasitas tenaga
Penyuluh /Petugas/Kader KB di lini Penyuluh KB (PKB) dan Petugas
lapangan Lapangan KB (PLKB) serta Institusi

Masyarakat Pedesaan (IMP)

Peningkatan pemanfaatan data Meningkatkan implementasi data
kependudukan dan keluarga kependudukan dan keluarga dalam
perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya Peningkatan pembangunan ketahanan [Meningkatkan peran serta kelompok
kesejahteraan keluarga keluarga melalui KB sasaran terhadap program KB

Peningkatan pemberdayaan ekonomi Meningkatkan peran serta keluarga Pra-
keluarga Pra-sejahtera dan Sejahteral [sejahtera dan Sejahtera I dalam
kelompok UPPKS, melakukan
pembinaan dengan melibatkan instansi
terkait dan memfasilitasi produk

UPPKS yang dihasilkan

Peningkatan peran serta remaja dalam |Meningkatkan pengetahuan remaja
program KKBPK tentang kesehatan reproduksi dan
keaktifan kelompok keg Pusat Informasi
Konseling Remaja
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam
rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langka operasional
perangkat daerah harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang.
Rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang yang akan dilaksanakan selama

tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1.1 Program dan Kegiatan pada setiap SKPD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

e) Penyediaan alat tulis kantor

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g) Penyediaan komponen  instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan

i) Penyediaan makanan dan minuman

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

1) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Tehnis
Perkantoran

m) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor
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Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan peralatan gedung kantor

b) Pengadaan Meubeler

c) Sewa Rumah Dinas

d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

e) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
g) Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
h) Peningkatan bangunan gedung kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan Lakip

b) Review Renstra

c) Penyusunan Renstra

1.2 Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

1.

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR

a) Penilaian Kelompok PIK Remaja

Program Keluarga Berencana

a) Penyediaan jasa petugas lapangan dan mitra KB

b) Pembinaan PKB, PLKB dan IMP

c) Sosialisasi below the line kepada Petugas KB

Program Pelayanan Kontrasepsi

a) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga

a) Penilaian Tribina (BKB, BKR, BKL) dan penilaian orang tua
hebat

Program Pengembangan BKB dan UPPKKS

a) Pembinaan Kelompok UPPKS

Program Pengendalian Penduduk
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Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian program
Pelaksanaan pemuktahiran basis data keluarga indonesia
(PBDKI)

Penyediaan parameter dan proyeksi kependudukan
Pelatihan penggunaan aplikasi system pencatatan dan
pelaporan

Pendataan Keluarga

Sosialisasi Pendataan Keluarga bagi Petugas Lini Lapangan
KB

Monitoring dan Evaluasi Pendataan Keluarga

Diseminasi Hasil Pendataan Keluarga

Fasilitasi Pembentukan, Pemanfaatan dan Pembinaan
Rumah Data Kependudukan di Desa Kampung KB
Penyusunan Profil Kependudukan dan KB Tingkat Desa
Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Tingkat

Kabupaten

Program Keluarga Berencana (KB), Advokasi dan Komunikasi,

Informasi, Edukasi (KIE)

Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Alkon serta Sarana dan
prasarana Pelayanan KB

Pelayanan KB

Pelayanan KB Kontap MOP dan MOW

Bimbingan dan Pembinaan Teknis dan Prosedur Pelayanan
KB

Peningkatan Motivasi ber-KB terhadap Mitra KB (in house
training)

Pembinaan Faskes, Jejaringan dan Jaringan KB
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
Pembinaan Konseling KB

Pembentukan dan Pembinaan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB
Koordinasi Pengelolaan Program KB

Penyediaan Jasa Petugas Lapangan dan Mitra KB

Pembinaan PKB, PLKB dan IMP
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m) Penguatan Advokasi dan KIE Kampung KB

n)

o)

p)

q)

Penyuluhan dan Penggerakan Program KKBPK

Sosialisasi Manajemen Program KKBPK bagi Toma dan
Babinsa

Pemanfaatan Materi KIE berbasis IT (aplikasi lembar balik)
bagi PKB/PLKB

Peningkatan kesertaan KB pria dan KB lestari

Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dan
organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan
pembinaan kesertaan ber-KB

Fasilitasi peningkatan kompetensi pengelola dan petugas
logistik alat kontrasepsi serta sarana dan prasarana
pelayanan KB

Monitoring dan evaluasi peran serta organisasi masyarakat
dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan
KB dan KR di seluruh wilayah

Peningkatan peran serta organisasi kemayarakatan dalam
penggerakan operasional KB dan KR

Pemenuhan alat dan obat kontrasepsi bagi PUS di Faskes
Pengendalian manajemen alat dan obat kontrasepsi dan
sarana prasarana pelayanan

Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca
keguguran

Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas promosi dan

konseling

aa) Penyediaan kebijakan daerah dalam ketersediaan alat

kontrasepsi bagi PUS

bb) Pelaksanaan penyuluhan dan KIE program KKBPK

cc) Sosialisasi Pengendalian penduduk, dan pembangunan

keluaga sesuai

dd) Pengembangan materi dan media penyuluhan PKB/PLKB
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ee) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi
kependudukan, KBKRPK sesuai kebutuhan masyarakat

ff) Pelaksanaan promosi kependudukan dan KBKRPK sesuai
kebutuhan masyarakat

gg) Pembinaan program pembangunan di Kampung KB oleh
PKB/PLKB

hh) Monitoring dan evaluasi serta perencanaan program dan
kegiatan di Kampung KB

ii) Peningkatan promosi dan KIE program KKBPK melalui
media massa cetak serta media luar ruang

jj) Sosialisasi program KB dan penggerakan masayarakat
melelui Mobil Unit penerangan (Mupen)

kk) Pembinaan perencanaan program KKBPK tingkat desa/kel
oleh PKB/PLKB

lI) Sosialisasi program KKBPK bagi KUA, mitra dan PLKB tingat
Kabupaten Empat Lawang

mm) Pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan
KB sesuai kearifan budaya local

nn) Fasilitasi dan peningkatan advokasi dan KIE program
KKBPK melalui keg momentum

00) Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi program KKBPK lini
lapangan

8. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

a) Pembinaan Kelompok UPPKS

b) Pembinaan Kader Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)

c) Fasilitasi Pelatihan dan Pembinaan serta Seleksi Anggota
Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)

d) Sosialisasi Pengelolaan Produk UPPKS

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah
ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan yang dapat diukur
secara kuantitatif dan secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian

tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan
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sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik inerja input maupun
output sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Untuk
melihat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut:
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Indikator Kinerja

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

. Data capaian Bidang
. . Tujuan, Sasaran, o ) . g
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan _ pada tahun Kondisi Kinerja pada akhir penanggu
Program (outcome) dan 2 2021 022 - e .
X 2018 periode Renstra ng-jawab
kegiatan (output)
Rp target target Rp
(5) (10) (11) (17)
Meningkatka | Mewujudkan PROGRAM DAN KEGIATAN
n kualitas Penduduk PADA SETIAP SKPD
dan cakupan [ Tumbuh Program Pelayanan Nilai SKM B 657.256.000 |B 806.657.500 |B 887.323.250 |B 976.055.575 |A 1.073.661.133 |A 4.400.953.458 |Sekretariat
layanan Seimbang Administrasi Perkantoran
keluarga
berencarlna Penyediaan jasa surat menyurat|Jumlah materai dan benda [1914 lembar 1914 10.134.000 [1950 10.350.000 |1950 11.385.000 [1950 12.523.500 [1950 13.775.850 (11628 58.168.350 |Sekretariat
sebagai pos lainnya lembar lembar lembar lembar lembar lembar
upaya
pengendalian Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah tagihan listrik dan 2 tagihan 12 2 tagihan 46.620.000 |2 tagihan 46.620.000 |2 tagihan 51.282.000 |2 tagihan 56.410.200 |2 tagihan 62.051.220 |2 tagihan 262.983.420 [Sekretariat
pertumbuhan sumber daya air dan listrik telepon bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan
penduduk
dan
pembanguna Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah petugas kebersihan |2 orang 12 bulan |2 orang 12 12.000.000 (2 orang 12 12.000.000 |2 orang 12 13.200.000 (2 orang 12 14.520.000 (2 orang 12 15.972.000 (2 orang 60 67.692.000 [Sekretariat
n keluarga Kantor kantor bulan bulan bulan bulan bulan bulan
berkualitas
Penyediaan jasa perbaikan Jumlah peralatan kerja - 12 unit 5.650.000 [12 unit 5.650.000 |12 unit 6.215.000 [12 unit 6.836.500 [12 unit 7.520.150 |60 unit 31.871.650 [Sekretariat
peralatan kerja yang diperbaiki Laptop, Laptop, Laptop, Laptop, Laptop, Laptop,
Printer dan Printer dan Printer dan Printer dan Printer dan Printer dan
10 unit AC 10 unit AC 10 unit AC 10 unit AC 10 unit AC 50 unit AC
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK (kertas, 250 rim, 15 ktk, |250 rim, 15 49.862.000 |250 rim, 15 56.427.500 |250 rim, 15 62.070.250 [250 rim, 15 68.277.275 |250 rim, 15 75.105.003 [1500 rim, 311.742.028 [Sekretariat
pensil, staples, pembolong 15 bh, 5 bh, 40 | ktk, 15 bh, ktk, 15 bh, ktk, 15 bh, ktk, 15 bh, ktk, 15 bh, 90 ktk, 90
kertas, klip kertas, isi ktk, 40 ktk, 5 bh, | 5 bh, 40 5 bh, 40 5 bh, 40 5 bh, 40 5 bh, 40 bh, 30 bh,
40 bh, 10 bh, 20 [ktk, 40 ktk, ktk, 40 ktk, ktk, 40 ktk, ktk, 40 ktk, ktk, 40 ktk, 240 ktk,
bh, 485 5 bh, 40 5 bh, 40 5 bh, 40 5 bh, 40 5 bh, 40 240 ktk, 30
bh, 10 bh, bh, 10 bh, bh, 10 bh, bh, 10 bh, bh, 10 bh, bh, 240 bh,
20 bh, 485 20 bh, 485 20 bh, 485 20 bh, 485 20 bh, 485 60 bh,120
bh, 2910
Penyediaan barang cetakan dan |Jumlah barang 400 lembar, 20 [400 lembar, 9.800.000 |400 lembar, 9.800.000 |400 lembar, 10.780.000 |400 lembar, 11.858.000 |400 lembar, 13.043.800 |2400 55.281.800 |Sekretariat
penggandaan cetakan/penggandaan/penj rim, 20000 20 rim, 20 rim, 20 rim, 20 rim, 20 rim, lembar, 140
ilidan (amplop, kop bupati, | lembar, 600 jilid 20000 20000 20000 20000 20000 rim,
fotokopi, penjilidan) lembar, 600 lembar, 600 lembar, 600 lembar, 600 lembar, 600 120000
jilid jilid jilid jilid jilid lembar,
3600 jilid
Penyediaan komponen instalasi |Jumlah alat listrik dan 40 buah bola 40 buah 2.000.000 |40 buah 2.000.000 |40 buah 2.200.000 |40 buah 2.420.000 |40 buah 2.662.000 |240 buah 11.282.000 |Sekretariat
listrik / penerangan bangunan elektronik lampu bola lampu bola lampu bola lampu bola lampu bola lampu bola lampu
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan |Jumlah surat 1740 exs 1740 exs 7.920.000 1740 exs 7.920.000 1740 exs 8.712.000 1740 exs 9.583.200 1740 exs 10.541.520 | 10440 exs 44.676.720 [Sekretariat
peraturan perundang-undangan|kabar/majalah
Penyediaan makanan dan Jumlah makan/minum 1320 kotak 1320 kotak 21.780.000 | 1320 kotak 21.780.000 | 1320 kotak 23.958.000 | 1320 kotak 26.353.800 | 1320 kotak 28.989.180 (7920 kotak 122.860.980 [Sekretariat
minuman rapat dan tamu
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas 18 kali 18 kali 223.650.000 |23 kali 282.900.000 |23 kali 311.190.000 |23 kali 342.309.000 |23 kali 376.539.900 (128 kali 1.536.588.900 |Sekretariat
konsultasi ke luar daerah
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Bidang
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ng-jawab
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Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas 45 kali ke 45 kali ke 98.240.000 |135 kali ke 162.410.000 |[135 kali ke 178.651.000 |135 Kkali ke 196.516.100 |135 Kkali ke 216.167.710 [630 kali ke 851.984.810 [Sekretariat
Konsultasi ke Dalam Daerah Kecamatan dan | Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
21 kali ke provinsi| dan 21 kali dan 28 kali dan 28 kali dan 28 kali dan 28 kali dan 154
ke provinsi ke provinsi ke provinsi ke provinsi ke provinsi kali ke
provinsi
Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah tenaga kerja 14 orang 12 bulan|16 orang 12| 165.600.000 |16 orang 12 184.800.000 |16 orang 12| 203.280.000 |16 orang 12| 223.608.000 |16 orang 12 245.968.800 |16 orang 60 1.023.256.800 |Sekretariat
Administarasi/Tehnis pendukung kegiatan dan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
Perkantoran tenaga keamanan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah alat kebersihan 29 item alat 29 item alat 4.000.000 |141 item 4.000.000 |141 item 4.400.000 |141 item 4.840.000 |141 item 5.324.000 (622 item 22.564.000 [Sekretariat
Perlengkapan Kebersihan (kain lap pel, serbet, pel perlengkapan perlengkap alat alat alat alat alat
Kantor dorong, pembersih kebersihan kantor an kebersihan kebersihan kebersihan kebersihan kebersihan
kaca/ruangan, karbol, kebersihan
sapu, sabun, tisu, pewangi, kantor
kamper, sikat, ember,
tempat sampah, gayung,
sekop)
Program P Sarana |Pe sarana dan 77,48 79 150.044.000 (81,48 247.294.000 83,48 272.023.400 |85,48 299.225.740 (87,48 329.148.314 (87,48 1.297.735.454 |Sekretariat
dan P dalam
kondisi baik
Pengadaan peralatan gedung Jumlah peralatan gedung - 5 PC dan 5 39.250.000 |5 PCdan 5 43.175.000 [5PC dan 5 47.492.500 |5 PCdan5 52.241.750 (20 PC dan 182.159.250 [Sekretariat
kantor kantor printer printer printer printer 20 printer
Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler kantor - 10 item 49.000.000 |7 item 53.900.000 |15 item 59.290.000 |17 item 65.219.000 |49 item 227.409.000 [Sekretariat
meubel meubel meubel meubel meubel
Sewa Rumah Dinas Jumlah rumah dinas 1 unit 1 unit 15.000.000 |1 unit 15.000.000 |1 unit 16.500.000 |1 unit 18.150.000 |1 unit 19.965.000 |1 unit 5 84.615.000 [Sekretariat
tahun
Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan berkala - Pengecatan 45.000.000 |Rehab atap 49.500.000 [Rehab 54.450.000 [Pengecatan 59.895.000 |1 unit 208.845.000 [Sekretariat
gedung kantor gedung kantor gedung gedung taman dan gedung gedung
kantor kantor garasi kantor kantor
DPPKB DPPKB gedung DPPKB
kantor
DPPKB
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pemeliharaan rutin |1 unit 12 bulan 1 unit 12 29.083.000 |1 unit 12 29.083.000 |1 unit 12 31.991.300 |1 unit 12 35.190.430 |1 unit 12 38.709.473 |1 unit 60 164.057.203 |Sekretariat
mobil jabatan (service, ganti suku cadang, bulan bulan bulan bulan bulan bulan
pertamax)
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 6 unit mobil dan |7 unit 49.761.000 |7 unit 49.761.000 |7 unit 54.737.100 |7 unit 60.210.810 |7 unit 66.231.891 |7 unit 280.701.801 |Sekretariat
kendaraan dinas/operasional (service, suku cadang, 55 unit motor 12 |mobil dan mobil dan mobil dan mobil dan mobil dan mobil dan
pertamax) 6 unit mobil dan |bulan 55 unit 55 unit 55 unit 55 unit 55 unit 55 unit
55 unit motor motor 12 motor 12 motor 12 motor 12 motor 12 motor 60
dinas/operasional bulan bulan bulan bulan bulan bulan
Penyediaan Jasa Perizinan Jumlah perizinan 6 unit mobil, 55 7 unit 20.200.000 (7 unit 20.200.000 |7 unit 22.220.000 |7 unit 24.442.000 (7 unit 26.886.200 [42 unit 113.948.200 |Sekretariat
Kendaraan Dinas/Operasional [kendaraan unit motor mobil, 55 mobil, 55 mobil, 55 mobil, 55 mobil, 55 mobil, 330
unit motor unit motor unit motor unit motor ‘unit motor ‘unit motor
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Peningkatan bangunan gedung |Garasi mobil 1 unit ruang rapat 36.000.000 36.000.000 [Sekretariat
kantor
Program P P SDM yang - 20 40 20.000.000 60 20.000.000 80 20.000.000 100 20.000.000 100 80.000.000 |Sekretariat
Kapasitas Sumber Daya diklat/mengikuti
Aparatur peningkatan kapasitas
Pendidikan dan Pelatihan PNS |Jumlah SDM yang - 4 orang 20.000.000 |4 orang 20.000.000 |4 orang 20.000.000 |4 orang 20.000.000 |16 orang 80.000.000 [Sekretariat
diklat/mengikuti
peningkatan kapasitas
Program Peningkatan Nilai LAKIP C 8.000.000 |CC 2.500.000 |B 2.750.000 |B 3.025.000 (BB 3.327.500 BB 19.602.500 [Sekretariat
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan|
Keuangan
Penyusunan Lakip Dokumen LAKIP 1 dokumen 1 dokumen 8.000.000 |1 dokumen 2.500.000 |1 dokumen 2.750.000 [1 dokumen 3.025.000 |1 dokumen 3.327.500 |6 dokumen 19.602.500 |Sekretariat
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
Program Laju Per 1,23 1,23 688.920.000
Penduduk
Operasional Balai penyuluh KB |tersedianya operasional .
(DAK) penyuluh KB APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)
Operasional Distribusi Alokon |Terlaksananya
(DAK) Pendistribusian Alat dan APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)
Obat Kontrasepsi
Operasional Integrasi Program |terbentuknya program
KKBPK dan Program pembangunan di kampung .
pembangunan Lainnya di KB APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kampung KB (DAK)
Operasional Pembinaan terlaksananya pembinaan
Program KB Bagi Masyarakat program KB bagi .
Oleh Kader (PPKBD dan Sub masyarakat oleh Kader APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)
PPKBD) (DAK) (PPKBD dan Sub PPKBD)
Dukungan Media KIE dan terlaksananya dukungan
Manajemen BOKB (DAK) Media KIE dan Manajemen APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)
BOKB
Penyedian jasa petugas Operasional PLKB, PPKBD, | 142 orang PLKB, | 142 orang 598.920.000 142 orang 598.920.000 |Bid.
lapangan dan mitra KB Sub PPKBD dan Faskes KB |156 orang PPKBD,| PLKB, 156 PLKB, 156 Penyuluhan
362 Sub PPKBD orang orang dan
dan 14 Faskes PPKBD, PPKBD, Penggerakan
362 Sub 362 Sub
PPKBD dan PPKBD dan
14 Faskes 14 Faskes
Pembinaan PKB, PLKB dan IMP [terlaksananya pembinaan 140 PLKB dan 140 PLKB 45.000.000 140 PLKB 45.000.000 [Bid.
pendayagunaan PKB, PLKB PKB, 156 IMP dan PKB, dan PKB, Penyuluhan
dan IMP yang ada diwilayah 156 IMP 156 IMP dan
kecamatan se-Kabupaten Penggerakan
Empat Lawang
Sosialisasi below the line terlaksananya sosialisasi 0 50 45.000.000 50 45.000.000 [Bid.
kepada petugas KB below the line kepada PKB/PLKB, PKB/PLKB, Penyuluhan
petugas KB di wilayah 20 20 dan
kecamatan se-Kabupaten motivator motivator Penggerakan
Empat Lawang
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2021 022

Rp target target Rp

(5) (10) (11) (17)

Program Pelayanan Cakupan Akseptor KB 80,6 80,9 170.180.000 170.180.000
Kontrasepsi Aktif
Pelayanan pemasangan Jumlah akseptor 47667 akseptor 2.000 170.180.000 49667 170.180.000 [Bid.
kontrasepsi KB akseptor akseptor Keluarga
Berencana
Program Pengendalian Laju Pertumbuhan 1,23 1,23 90.000.000 1,22 500.000.000 1,22 300.000.000 1,21 300.000.000 1,21 300.000.000 1,21 1.490.000.000
Kependudukan Penduduk
Persentase desa yang 100 100 100 100 100 100 100
data mikro
kependudukan
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah stakeholder yang 10 Balai Penyuluh| 10 Balai 45.000.000 |10 Balai 30.000.000 |10 Balai 40.000.000 (10 Balai 40.000.000 |10 Balai 40.000.000 |10 Balai 195.000.000 [Bid.
Pelaporan Capaian Program mendapatkan pengetahuan KB Penyuluh Penyuluh Penyuluh Penyuluh Penyuluh Penyuluh Pengendalia
tentang hasil pencapaian KB KB KB KB KB KB n Penduduk
program KKBPK
Pelaksanaan pemuktahiran Jumlah desa yang memiliki 156 Desa 156 Desa 75.000.000 [156 Desa 75.000.000 |156 Desa 75.000.000 [156 Desa 225.000.000 |Bid.
basis data keluarga indonesia |data kependudukan yang Pengendalia
(PBDKI) terupdate n Penduduk
Penyediaan parameter dan Jumlah stakeholder/pihak 0 100 orang 35.000.000 [100 orang 35.000.000 |100 orang 35.000.000 |300 orang 105.000.000 [Bid.
proyeksi kependudukan yang berkepentingan yang Pengendalia
mendapatkan pengetahuan n Penduduk
tentang parameter dan
proyeksi kependudukan
Pelatihan penggunaan aplikasi |Jumlah Pengelola Program 0 10 org 45.000.000 10 org 45.000.000 [Bid.
sistem pencatatan dan KB dan Mitra Kerja yang koordinator koordinator Pengendalia
pelaporan mengerti dan paham PKB, 10 org PKB, 10 org n Penduduk
tentang penggunaan operator operator
Aplikasi pencatatan dan Balai Balai
pelaporan Penyuluh Penyuluh
KB, 13 org KB, 13 org
bidan bidan
k/pimpinan k/pimpinan
Faskes KB, Faskes KB,
13 org 13 org
operator operator
Faskes KB Faskes KB
Pengadaan sarana pendataan |Tersedianya sarana APBN Dana Alokasi Khusus (DAK) Bid.
(DAK) pendataan Pengendalia
n Penduduk
Pendataan Keluarga Jumlah desa yang memiliki 0 156 desa 120.000.000 156 desa 120.000.000 [Bid.
data kependudukan Pengendalia
n Penduduk
Sosialisasi Pendataan Keluarga |Jumlah stakeholder yang 0 152 60.000.000 152 60.000.000 [Bid.
bagi Petugas Lini Lapangan KB |mendapatkan pengetahuan PKB/PLKB PKB/PLKB Pengendalia
tentang pendataan keluarga n Penduduk
Monitoring dan Evaluasi Jumlah desa yang memiliki 0 156 Desa 45.000.000 156 Desa 45.000.000 [Bid.
Pendataan Keluarga data kependudukan yang Pengendalia

Rencana Strategis DPPKB Kab. Empat Lawang 2018-2023 |92



Tujuan

Program dan Kegiatan

Diseminasi Hasil Pendataan

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
kegiatan (output)

(5)
Jumlah stakeholder yang

Data capaian

pada tahun
2018

60 orang

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

60.000.000

2021

022

Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra

target
(17)
60 orang

Rp
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penanggu
ng-jawab

Bid.

Keluarga mendapatkan pengetahuan Pengendalia
tentang hasil pendataan n Penduduk
keluarga

Fasilitasi Pembentukan, Jumlah desa Kampung KB 0 11 65.000.000 |11 35.000.000 |11 35.000.000 |11 35.000.000 |11 170.000.000 [Bid.

Pemanfaatan dan Pembinaan yang memiliki rumah data Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Pengendalia

Rumah Data Kependudukan di |kependudukan yang sesuai KB KB KB KB KB n Penduduk

Desa Kampung KB standar

Penyusunan Profil Jumlah desa yang memiliki 0 10 Desa 75.000.000 |10 Desa 70.000.000 |10 Desa 70.000.000 |10 Desa 70.000.000 [40 Desa 285.000.000 |Bid.

Kependudukan dan KB Tingkat |profil kependudukan Pengendalia

Desa n Penduduk

Pembinaan Pelaksanaan Jumlah masyarakat yang 0 100 orang 45.000.000 |100 orang 45.000.000 [100 orang 45.000.000 |100 orang 45.000.000 |400 orang 180.000.000 |Bid.

Pendidikan Kependudukan mendapatkan pengetahuan Pengendalia

Tingkat Kabupaten tentang program n Penduduk
kependudukan

g peserta KB 20,58 21,25 22,54 2.223.920.000 23,63 #HHH RS 24,57 Lai i sisisil 25,37 1.733.920.000 25,37 7.375.680.000

(KB), Advokasi dan MKJP

K ikasi Ratio PKB 1:15 1:15 1:10 1:9 1:7 1:5 1:5

Edukasi (KIE|

ukasi (KIE) Ratio PPKBD/SubPPKBD 11 11 11 11 11 11 11
Persentase unmetneed 10,09 9,61 9,53 9,46 9,39 9,34 9,34
Total Fertility Rate (TFR) 2,26 2,26 2,21 2,17 2,14 2,11 2,11

Monitoring dan evaluasi Jumlah kegiatan dalam 1 0 4 kegiatan 200.000.000 200.000.000 |Bid.

Pengelolaan Alkon serta Sarana |tahun Keluarga

dan prasarana Pelayanan KB Berencana

Pelayanan KB Jumlah akseptor 2605 akseptor 3000 200.000.000 [2000 200.000.000 |2000 200.000.000 [2000 200.000.000 [13605 800.000.000 |Bid.

akseptor akseptor akseptor akseptor akseptor Keluarga
Berencana
Pelayanan KB Kontap MOP dan |Jumlah akseptor 50 akseptor 150.000.000 |50 akseptor 150.000.000 |50 akseptor| 150.000.000 (50 akseptor 150.000.000 |200 600.000.000 |Bid.
MOW akseptor Keluarga
Berencana

Bimbingan dan Pembinaan Jumlah faskes dan 0 15 faskes, 85.000.000 (15 faskes, 85.000.000 |15 faskes, 85.000.000 (15 faskes, 85.000.000 |60 faskes, 340.000.000 |Bid.

Teknis dan Prosedur Pelayanan [PKB/PLKB yang 20 20 20 20 80 Keluarga

KB mendapatkan pembinaan PKB/PLKB PKB/PLKB PKB/PLKB PKB/PLKB PKB/PLKB Berencana

Peningkatan Motivasi ber-KB Jumlah peserta yang 0 15 faskes, 150.000.000 |15 faskes, 150.000.000 |15 faskes, 150.000.000 |15 faskes, 150.000.000 600.000.000 |Bid.

terhadap Mitra KB (in house mengikuti in-house training 55 55 55 55 Keluarga

training) PKB/PLKB, PKB/PLKB, PKB/PLKB, PKB/PLKB, Berencana
10 PPKBD, 10 PPKBD, 10 PPKBD, 10 PPKBD,
10 10 10 10
SubPPKBD, SubPPKBD, SubPPKBD, SubPPKBD,
10 10 10 10
Toga/Toma Toga/Toma Toga/Toma Toga/Toma
Pembinaan Faskes, Jejaringan |Jumlah faskes yang 0 15 faskes 90.000.000 15 faskes 90.000.000 [Bid.
dan Jaringan KB mendapatkan pembinaan Keluarga
Berencana

Peningkatan Perlindungan Hak |Jumlah masyarakat yang 0 100 orang 150.000.000 [100 orang 150.000.000 |100 orang 150.000.000 |100 orang 150.000.000 |400 orang 600.000.000 |Bid.

Reproduksi Individu mendapatkan layanan pap- Keluarga
smear dan IVA Berencana
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Pembinaan Konseling KB Jumlah PKB/PLKB dan 100.000.000 100.000.000 [Bid.
PPKBD/SubPPKBD yang PKB/PLKB, Keluarga
mendapatkan pembinaan 35 PPKBD Berencana

dan 35
SubPPKBD

Pembentukan dan Pembinaan |Terbentuk dan terbinanya 0 20 orang 100.000.000 100.000.000 [Bid.

Tim Jaga Mutu Pelayanan KB |Tim Jaga Mutu Pelayanan (lintas Keluarga
KB sektor) Berencana

Koordinasi Pengelolaan Program |Jumlah peserta pertemuan 0 50 orang 100.000.000 100.000.000 [Bid.

KB koordinasi pengelolaan Keluarga
program KB Berencana

Penyediaan Jasa Petugas Jumlah PLKB, 142 PLKB, 156 142 PLKB, 598.920.000 [142 PLKB, 598.920.000 |142 PLKB, 598.920.000 |142 PLKB, 598.920.000 2.395.680.000 |Bid.

Lapangan dan Mitra KB PPKBD/SubPPKBD, Faskes |PPKBD, 362 156 156 156 156 Penyuluhan
yang mendapatkan SUbPPKBD, 14 PPKBD, PPKBD, PPKBD, PPKBD, dan
operasional Faskes 362 362 362 362 Penggerakan

SUbPPKBD, SUbPPKBD, SUbPPKBD, SUbPPKBD,
14 Faskes 14 Faskes 14 Faskes 14 Faskes

Pembinaan PKB, PLKB dan IMP |Jumlah petugas (PKB/PLKB|10 PKB, 142 10 PKB, 60.000.000 10 PKB, 60.000.000 [Bid.
dan IMP) yang mengikuti PLKB, 156 PPKBD 142 PLKB, 142 PLKB, Penyuluhan
pembinaan 156 PPKBD 156 PPKBD dan

Penggerakan
Penguatan Advokasi dan KIE Jumlah peserta dari 0 50 orang 60.000.000 50 orang 60.000.000 [Bid.
Kampung KB instansi lintas sektoral Penyuluhan
dan
Penggerakan
Penyuluhan dan Penggerakan |Jumlah kegiatan dalam 1 0 20 kegiatan 60.000.000 20 kegiatan 60.000.000 [Bid.
Program KKBPK tahun Penyuluhan
dan
Penggerakan

Sosialisasi Manajemen Program |Jumlah peserta (Toma dan 0 50 Toma, 60.000.000 50 Toma, 60.000.000 [Bid.

KKBPK bagi Toma dan Babinsa |Babinsa) yang 10 Babinsa 10 Babinsa Penyuluhan
mendapatkan sosialiasi per per dan
program KKBPK Kecamatan Kecamatan Penggerakan

Pemanfaatan Materi KIE Jumlah PKB/PLKB yang 0 60 60.000.000 60 60.000.000 [Bid.

berbasis IT (aplikasi lembar mendapatkan materi KIE PKB/PLKB PKB/PLKB Penyuluhan

balik) bagi PKB/PLKB berbasis IT dan
Penggerakan

Penyediaan Operasional Balai |Jumlah Balai Penyuluh KB

Penyuluh KB (DAK) yang mendapatkan APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)
operasional

Pelaksanaan Pengendalian dan |Jumlah faskes yang

Pendistribusian Alokon (DAK) |mendapatkan distribusi APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)
alokon

Peningkatan Peran Serta Jumlah kegiatan KKBPK di

Stakeholder dan Mitra Kerja Kampung KB

dalam Penggarapan Program APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)

KKBPK (DAK)
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Penyediaan Jasa Pembinaan Jumlah PPKBD dan
Program KB bagi Masyarakat SubPPKBD yang .
oleh Kader (PPKBD dan mendapatkan biaya APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)
SubPPKBD) (DAK) operasional
Dukungan Media KIE dan Jumlah Balai Penyuluh KB
Manajemen BOKB (DAK) yang mendapat dukungan
media dan manajemen APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)
BOKB
Pembangunan/Alih Jumlah gudang alokon yang
Fungsi/Pengembangan Gudang|direhab
Alat dan Obat Kontrasepsi APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)
(DAK)
Pengadaan Sarana KIE Kit dan |Jumlah BKB Kit dan BKL
Media Lini Lapangan (DAK) Kit APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)
Peningkatan kesertaan KB pria |Jumlah peserta KB pria dan - |Bid.
dan KB lestari KB lestari Keluarga
Berencana
Penyediaan kebijakan daerah  |jumlah dokumen kebijakan 0 1 dokumen 70.000.000 1 dokumen 70.000.000 [Bid.
dalam ketersediaan alat Keluarga
kontrasepsi bagi PUS Berencana
Pelaksanaan penyuluhan dan  |Jumlah kader KKBPK yang 0 100 kader 70.000.000 100 kader 70.000.000 [Bid.
KIE program KKBPK mendapatkan penyuluhan Penyuluhan
dan KIE dan
Penggerakan
Sosialisasi Pengendalian Jumlah peserta yang 0 50 org 70.000.000 50 org 70.000.000 [Bid.
penduduk, dan pembangunan |mengikuti sosialisasi Penyuluhan
keluaga sesuai kearifan budaya dan
lokal Penggerakan
Pengembangan materi dan Jumlah PKB/PLKB yang 0 50 70.000.000 50 70.000.000 [Bid.
media penyuluhan PKB/PLKB |mendapatkan PKB/PLKB PKB/PLKB Penyuluhan
pengembangan materi dan
Penggerakan
Monitoring dan evaluasi Jumlah kegiatan monev 0 4 kali 70.000.000 4 kali 70.000.000 [Bid.
pelaksanaan promosi yang dilaksanakan dalam 1 kegiatan kegiatan Penyuluhan
kependudukan, KBKRPK sesuai |tahun dan
kebutuhan masyarakat Penggerakan
Pelaksanaan promosi Jumlah masyarakat yang 0 100 org 80.000.000 100 org 100 org 80.000.000 [Bid.
kependudukan dan KBKRPK menerima promosi KKBPK Penyuluhan
sesuai kebutuhan masyarakat dan
Penggerakan
Pembinaan program Jumlah PKB/PLKB yang 0 10 PKB/ 70| _ 80.000.000 10 PKB/ 70 PLKB |10 PKB/ 70 80.000.000 |Bid.
pembangunan di Kampung KB |memberikan pembinaan PLKB PLKB Penyuluhan
oleh PKB/PLKB dan
Penggerakan
Monitoring dan evaluasi serta  |Jumlah kegiatan monev 0 4 kali 80.000.000 4 kali kegiatan 4 kali 80.000.000 [Bid.
perencanaan program dan yang dilaksanakan dalam 1 kegiatan kegiatan Penyuluhan
kegiatan di Kampung KB tahun dan
Penggerakan
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja

Data i Bidan,
Tujuan, Sasaran, ata capaian g

j i da tah Kondisi Kinerja pada akhir i
Tujuan  Sasaran Kode  Program dan Kegiatan e —, pada tahun 2021 022 ja p penanggu Lokasi

) eriode Renstra ]
kegiatan (output) 2018 P ng-jawab

Rp target Rp target target Rp

(5) (10) (11) ( (13) (17)

Peningkatan promosi dan KIE |Jumlah media yang akan 8 kali ke 80.000.000 8 kali ke media 8 kali ke 80.000.000 [Bid.
program KKBPK melalui media |digunakan media cetak, 20 mural, [media Penyuluhan
massa cetak serta media luar cetak, 20 200 poster cetak, 20 dan
ruang mural, 200 mural, 200 Penggerakan
poster poster
Sosialisasi program KB dan Jumlah kegiatan sosialisasi 0 20 kali 80.000.000 20 kali 20 kali 80.000.000 [Bid.
penggerakan masayarakat dan penggerakan yang Penyuluhan
melelui Mobil Unit penerangan |dilaksanakan dalam 1 dan
(Mupen) tahun Penggerakan
Pembinaan perencanaan Jumlah PKB/PLKB yang 0 10 PKB/ 80.000.000 |10 PKB/ 80.000.000 [Bid.
program KKBPK tingkat membina PPKBD/Sub 142 PLKB 142 PLKB Penyuluhan
desa/kel oleh PKB/PLKB PPKBD dan Kader POKTAN dan
Penggerakan
Sosialisasi program KKBPK bagi|Jumlah peserta (KUA, Mitra 0 10 org KUA, 80.000.000 (10 org KUA, 80.000.000 [Bid.
KUA, mitra dan PLKB tingat dan PLKB) yang 10 Mitra 10 Mitra Penyuluhan
Kabupaten Empat Lawang mendapatkan sosialisasi dan 50 dan 50 dan
program KKBPK PLKB PLKB Penggerakan
Pelaksanaan advokasi KIE Jumlah peserta kegiatan 0 10 camat 80.000.000 |10 camat 80.000.000 [Bid.
pengendalian penduduk dan KB |advokasi dan KIE dan 156 dan 156 Penyuluhan
sesuai kearifan budaya lokal kades/ kades/ dan
lurah lurah Penggerakan
Fasilitasi dan peningkatan Jumlah TOMA dan TOGA 0 150 peserta 80.000.000 |[150 peserta 80.000.000 [Bid.
advokasi dan KIE program dan Kader yang menjadi Penyuluhan
KKBPK melalui keg momentum |peserta kegiatan dan
Penggerakan
Monitoring dan evaluasi serta  |Jumlah kegiatan monev 0 4 kali 80.000.000 |4 kali 80.000.000 [Bid.
fasilitasi program KKBPK lini yang dilaksanakan dalam 1 kegiatan kegiatan Penyuluhan
lapangan tahun dan
Penggerakan
Mewujudkan Program P b Pusat |C. Kel k PIK 81,43 83 30.000.000 - - - - - - - - 83 30.000.000
Keluarga Pelayanan Informasi dan Remaja yang aktif
Berkualitas Konseling KRR
Penilaian kelompok pik remaja |Terlaksananya penilaian 6 Kelompok 6 Kelompok 30.000.000 - - - - - - - - 6 Kelompok 30.000.000 |Bid.
Kelompok PIK Remaja Ketahanan &
Kesejahteraa
n Keluarga
Program Penyiapan Tenaga Cakupan anggota 61,82 90,04 30.000.000 30.000.000
Pend ing K Bina BKB ber-KB
Keluarga
Penilaian tribina (BKB, BKR, Terlaksananya Penilaian 0 9 30.000.000 9 30.000.000 |Bid.
BKL) dan penilaian orang tua Tribina (BKB, BKR, BKL) pemenang pemenang Ketahanan &
hebat dan Penilaian Orang Tua Kesejahteraa
Hebat Tk. Kabupaten n Keluarga
g BKB |C: PUS 62,93 81,02 30.000.000 30.000.000
dan UPPKS UPPKS ber-KB
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Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
kegiatan (output)

(5)

Data capaian
pada tahun
2018

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rp
(10)

2021

target
(11)

Rp
(

2022

target
(13)

Rp
(14)

target
(15)

Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra

target
(17)

Rp

Bidang

penanggu
ng-jawab

Lokasi
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Pembinaan Kelompok UPPKS Terlaksananya Pembinaan 5 kelompok 30.000.000 30.000.000
Kelompok UPPKS Ketahanan &
Kesejahteraa
n Keluarga
Program Ketahanan dan Persentase keluarga Pra- 4,54 4,12 579.040.000 3,92 760.000.000 3,72 640.000.000 3,54 460.000.000 3,54 2.439.040.000 |Bid.
K Ketahanan
&
Kesejahtera
Pe.r‘%entase. kelompok 63,78 65 70 73 78 82 82 an Keluarga
tribina aktif (BKB, BKR,
BKL)
Pembinaan Kelompok UPPKS Jumlah kelompok UPPKS 60 Kelompok 10 188.540.000 |10 150.000.000 |10 150.000.000 |10 150.000.000 |40 638.540.000 |Bid.
yang mendapatkan Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Ketahanan &
pembinaan Kesejahteraa
n Keluarga
Pembinaan Kader Kelompok Jumlah kader kelompok 0 2 Kelompok 127.930.000 |2 Kelompok 100.000.000 |2 Kelompok| 100.000.000 |2 Kelompok 100.000.000 |240 427.930.000 |Bid.
Tribina (BKB, BKR,BKL) Tribina yang mendapatkan Tribina per Tribina per Tribina per Tribina per Kelompok Ketahanan &
pembinaan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kesejahteraa
(60 (60 (60 (60 n Keluarga
Kelompok) Kelompok) Kelompok) Kelompok)
Fasilitasi Pelatihan dan Jumlah kegiatan kesehatan 0 3 kegiatan 201.010.000 |3 kegiatan 150.000.000 |3 kegiatan 150.000.000 |3 kegiatan 150.000.000 |3 kegiatan 651.010.000 |Bid.
Pembinaan serta Seleksi reproduksi bagi kelompok (Jambore (Jambore (Jambore (Jambore (Jambore Ketahanan &
Anggota Pusat Informasi pendidik sebaya dan Genre, Genre, Genre, Genre, Genre, Kesejahteraa
Konseling Remaja (PIK-R) konselor sebaya Forum PIK- Forum PIK- Forum PIK- Forum PIK- Forum PIK- n Keluarga
R, PIK-R R, PIK-R R, PIK-R R, PIK-R R, PIK-R
Unggulan Unggulan Unggulan Unggulan Unggulan
Jumlah kelompok pendidik 0 10 10 10 10 40
sebaya dan konselor sebaya Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok
yang mendapatkan
pembinaan
Sosialisasi Pengelolaan Produk |Jumlah kelompok UPPKS 0 10 61.560.000 |10 60.000.000 (10 60.000.000 |10 60.000.000 (40 241.560.000 |Bid.
UPPKS yang mengikuti sosialisasi Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Ketahanan &
Kesejahteraa
n Keluarga
Orientasi program penyiapan Jumlah peserta orientasi 0 370 200.000.000 370 200.000.000 |Bid.
kehidupan berkeluarga bagi anggota anggota Ketahanan &
remaja BKR, 740 BKR, 740 Kesejahteraa
anggota PIK- anggota PIK- n Keluarga
R R
Advokasi program Jumlah peserta kegiatan 0 200 orang 80.000.000 200 orang 80.000.000 [Bid.
pemberdayaan ekonomi advokasi dan KIE Ketahanan &
keluarga Kesejahteraa
n Keluarga




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja

Data i Bidan,
Tujuan, Sasaran, ata capaian g

5 pada tahun Kondisi Kinerja pada akhir penanggu Lokasi
Program (outcome) dan 2018 021 2022 periode Renstra ng-jawab
kegiatan (output)

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

target Rp target

(5) 8 (13) (14) (15)

Sosialisasi Pendewasaan Usia [Jumlah peserta sosialisasi 740 100.000.000 100.000.000 .
Perkawinan (PUP) bagi anggota anggota PIK. anggota PIK- Ketahanan &
PIK-R R R Kesejahteraa
n Keluarga
Fasilitasi, Pembentukan dan Jumlah forum Genre 0 1 forum 100.000.000 1 forum 100.000.000 |Bid.
Pembinaan Forum Genre genre genre Ketahanan &
Kesejahteraa
n Keluarga
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mendukung visi
dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka perlu adanya penetapan
indikator kinerja. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai organisasi perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sebagai komitment Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang untuk
mendukung pencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Empat Lawang
tahun 2018-2023.

Dalam penetapan indikator kinerja tahun 2019-2023 perlu
memperhatikan realisasi capaian indikator kinerja lima tahunsebelumnya
(2013-2018). Sebagai dampak dari berlakunya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sejak tahun 2015 Urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk dalam Urusan
Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sehingga tidak lagi mempunyai
Standar Pelayanan Minimal seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk itu
indikator kinerja pada Renstra lima tahun sebelumnya (2013-2018) yang
mengacu pada SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tidak lagi
digunakan dan diasimilasikan dengan indikator kinerja yang digunakan
oleh BKKBN dalam Rencana Strategisnya. Indikator kinerja yang mengacu
pada RPJMD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Empat Lawang tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja Target Capaian setiap tahun Kondisi Kinerja

Indikator pada awal Periode pada akhir periode
RPJMD

Sty 2019 2020 2021 2022

@) (4) (S) (6) (7) 9)

Indikator Urusan
1 Laju Pertumbuhan Penduduk 1,23 1,23 1,22 1,22 1,21 1,21 1,21
2 |Persentase desa yang memiliki Profil 0% 0% 6% 13% 19% 26% 26%
kependudukan
3 |Persentase desa yang memiliki data 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kependudukan
4 Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) 80,60% 81% 83% 85% 87% 899%, 89%,
S |Angka Total Fertility Rate (TFR) 2,26 2,26 2,21 2,17 2,14 2,11 2,11
6 |Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP 20.58% 21.25% | 22,54% | 23,63% | 24,57% | 25,37% 25,37%
k h -KB idak
7 |Persentase kebutuhan ber-KB yang tida 10,09% 9,61% | 9,53% | 9,46% | 9,39% | 9,34% 9,34%
terpenuhi (unmetneed)
8 |Persentase putus pakai (DO) kontrasepsi 2,16% 2,00% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,20%
9 |Rasio PKB di setiap desa/kelurahan 1:15 1:15 1:10 1:9 1:7 1:5 1:5
10 [Rasio PPKBD di setiap desa/kelurahan 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
11 |Persentase keluarga pra sejahtera 4,54% 4,34% 4,12% 3,92% 3,72% 3,54% 3,54%
12 [P t ta kel k tribina (BKB, BKR,
ersentase anggota kelompok tribina ( 63,78% 65% 70% 73% 78% 82% 82%
BKL) aktif
13 |Persentase kelompok PIK Remaja aktif 27% 40% 60% 70% 80% 100% 100%
14 |Persentase kelompok UPPKS aktif 59,65% 63% 68% 70% 74%, 78%, 78%,
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(1)

(2)

Indikator Non Urusan

(4)

(S)

(7)

(8)

(9)

1 Nilai SKM B B B B B B

2 Perse‘njcase' sarana dan prasarana aparatur dalam 77.48% 79% 81,48% | 83.48% | 85.48% | 87.48% 87.48%
kondisi baik
P DM ikl ikuti

3 |Persentase SDM yang diklat/mengikuti 20% 40% 80% 80% 100% 100%
peningkatan kapasitas

4 Nilai LAKIP C C CC B B BB BB
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Tabel 7.2
Rumus Pengitungan

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang

Indikator Rumus Penghitungan
(2) 3)
Laju Pertumbuhan Penduduk Data BPS
2 Persentase desa/kelurahan yang Jumlah desa/kel yang memiliki profil
memiliki Profil kependudukan kependudukan x 100%
Jumlah desa/kelurahan
3 Persentase desa/kelurahan yang Jumlah desa/kel yang memiliki data
memiliki data kependudukan kependudukan X 100%
Jumlah desa/kelurahan
4 Persentase pemakaian kontrasepsi Jumlah Peserta KB Aktif
(CPR) X 100%
Jumlah PUS

5 Angka Total Fertility Rate (TFR)

TFR =537, ASFRi

ASFR; = :T!: x K

TFR = Angka Kelahiran Total
ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur

by = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur |
pada tahun tertentu

Pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada
pertengahan tahun yang sama

i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,
i=2 untuk kelompok umur 20-24,...... i=7 untuk kelompok
umur 45-49

K = bilangan kontanta biasanya 1000

6 Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP Jumlah Peserta KB Aktif (PA) MKJP

X 100%
Jumlah Peserta KB Aktif (PA)
7 Persentase kebutuhan ber-KB yang Jumlah PUS yang ingin ber-KB tapi tidak
tidak terpenuhi (unmetneed) terlayani X 100%
Jumlah PUS
8 Persentase putus pakai (DO) Jumlah PA pada tahun berjalan
kontrasepsi Jumlah PA tahun sbelumnya + PB tahun X 100%
berjalan
9 Rasio PKB di setiap desa/kelurahan Jumlah PKB
Jumlah desa/kelurahan
10 Rasio PPKBD di setiap desa/kelurahan Jumlah PPKBD
Jumlah desa/kelurahan
11 Persentase keluarga pra sejahtera Jumlah keluarga pra sejahtera
X 100%
Jumlah keluarga
12 Persentase anggota kelompok tribina Jumlah anggota kelompok Tribina aktif
BKB, BKR, BKL) aktif
( ’ ’ ) akti Jumlah anggota kelompok Tribina X 100%
terlaporkan
13 Persentase kelompok PIK Remaja aktif Jumlah kelompok PIK-R aktif
X 100%
Jumlah kelompok PIK-R terlaporkan
14 Persentase kelompok UPPKS aktif Jumlah kelompok UPPKS aktif
X 100%

Jumlah kelompok UPPKS terlaporkan
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BAB VIII

PENUTUP

Pelaksanaan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang ditentukan dan tidak terlepas
dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap eksistensi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang
dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung
jawabnya. Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Empat Lawang ini merupakan suatu dokumen yang
menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggarakan tugas dan fungsi
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat
Lawang yang pada gilirannya dapat mencapai visi dan misi sebagaimana
tertuang dalam Bab IV.

Masa berlaku rencana strategis Dinas Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang adalah selama lima tahun.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan
dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-
2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalm penyusunan Renja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang
pada tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten
Empat Lawang.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana  Strategis Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang
Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang agar mendukung
pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan
kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat

Lawang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga
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tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat
tercapai;

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.
Empat Lawang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang
yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu
lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan,
program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawangwajib
berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang;

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan
pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang, maka perlu dilakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil
program dan kegiatan Renstra secara berkala;

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat
nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat
Lawang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Tebing Tinggi,

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Kab. Empat Lawang

—

SULNI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196506061993121002

Rencana Strategis DPPKB Kab. Empat Lawang 2018-2023 | 104


subbag keuangan
Placed Image


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah
	1.1.2 Tahap Penyusunan Renstra

	1.2 Landasan Hukum
	1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah
	1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
	1.2.3 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra
	1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra

	1.4 Sistematika Penulisan

	BAB II
	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)
	2.2.2 Data Aset Perangkat Daerah


	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

	BAB III
	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018-2023
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.1.1 Telaahan Renstra BKKBN RI
	3.1.2 Telaahan Renstra Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Selatan

	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.4.1 Telaah Rencana Pola Ruang
	3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

	BAB IV
	BAB IV
	TUJUAN DAN SASARAN
	TUJUAN DAN SASARAN
	1.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	1.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

	BAB V
	BAB V
	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	1.1 Strategi Perangkat Daerah
	1.1 Strategi Perangkat Daerah
	1.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah
	1.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah
	1.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

	BAB VI
	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	1.1 Program dan Kegiatan pada setiap SKPD
	1.2 Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	BAB VII
	BAB VII
	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	BAB VIII
	PENUTUP

